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Pendidikan politik merupakan proses pendidikan bagi seseorang agar
memahami tentang status dan kedudukan secara politik dalam masyarakat yang
berupa pemahaman terkait dengan bernegara dan berbangsa. Konsep pendidikan
politik bagi para kader dalam suatu partai politik atau partai lokal merupakan hal
yang penting untuk diberikan. Dalam Undang-Undang Partai Politik serta dalam
Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga disebutkan mengenai pendidikan
politik bagi kader dan juga masyarakat. Persoalan yang hendak dikaji dalam
skripsi ini adalah bagaimana bentuk pendidikan politik yang diberi oleh partai
lokal aceh terkhusus Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh kepada para kader,
serta bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh kedua partai lokal jika
dilihat berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan bagaimana pandangan
politik Islam terkait pendidikan politik. Dalam penulisan ini menggunakan
metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan
wawancara kepada kader Partai, Jenis data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini bahwa kedua partai lokal Aceh
sebagaimana pemberian pemahaman pendidikan politik yang berupa
pemahaman 4 pilar berbangsa dan bernegara, mengenai hak dan kewajiban
warga negara serta mengenai pengkaderan yang berjenjang dan berkelanjutan
sudah dijalankan dengan sebaiknya. Serta mereka juga memberikan pemahaman
terkait dengan sejarah dan awal mula terbentuknya partai. Dalam tinjauan politik
hukum Islam pendidikan politik atau dunia politik tidak bisa terlepas dari
Agama sehingga apa saja yang dilakukan harus beriiringan dengan Agama.
Kedua partai lokal Aceh sudah melakukan hal tersebut dikarenakan kedua partai
lokal ini berdiri di wilayah yang menerapkan syariat maka dari itu apa saja yang
dilakukan harus terdapat unsur Agama.
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TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. PedomanTransliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
KNomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
i t dengan
1 | P K o femeta gl titik di
dilambangkan b
awahnya
z dengan
2 <@ B VY b z titik di
bawahnya
3 & T YA & :
s dengan
4 & S titik di V4 & gh
atasnya
) d J ALD - f
h dengan
6 C h titik di ) a8 q
bawahnya
7 ¢ kh B d k
8 3 D Yy J |
z dengan
9 3 V4 titik di Y¢ a m
atasnya
10 J R Yo O n
11 J Z Y1 ) w

viii




12 | o S Yv 0
13 | A sy YA .
s dengan
14 | o= S titik di Y4 ¢
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri
dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
: Kasrah |
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya Al
5 O Fathah dan wau Au
Contoh:
S = Kaifa,
Jds =haula




3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan Nama Hurufdantanda
Huruf
sl Fathah dan alif atau ya

¢ Kasrah dan ya

2

3 Dammah dan wau

Chi| =] 2>

Contoh:
& = gala
=) =rama
J8 = gila

358 = yagiilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah(?) hidup
Ta marbutah(s) yang hidup atau mendapat harkat fatkzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah( ?) mati
Ta marbutah(?) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasiny
aadalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah() diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

42y JakY) raudah al-agfal/ raudatulagfal
L )54 - al-Madinah al-Munawwarah/
al-MadinatulMunawwarah

s Talhah



Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu dan partai politik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat
dipisahkan, kedua hal itu merupakan suatu kesatuan yang sama-sama memiliki
kepentingan yang tinggi. Pemilu ialah suatu ajang atau pertarungan partai politik
yang melibatkan kader-kadernya menjadi anggota Legislatif. Sedangkan partai
politik menjadikan Pemilu sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan.
partai politik sebagai saranaguna mewujudkan kader dalam mengapai kekuasaan
sebagai salah satu anggota Legislatif dan juga partai politik merupakan tempat
perkumpulan individu-individu yang membawa segala aspirasi maupun keluh
kesah rakyat yang dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan bahkan
dijamin oleh hukum.*

Partai politik di Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan Belanda
yang merencanakan politik etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik etis,
dapat membangun jiwa-jiwa ketatanegaraan di kalangan masyarakat hingga
mengikut sertakan kepada organisasi-organisasi kemasyarakat. Pada saat pemilu
diadakan untuk pertama kalinya pada tahun 1955, Indonesia telah melakukan
pemilu sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada pertengahan tahun 2009 Pemilu
dilaksanakan dan pada tahun 2009 menjadi tahun keistimewaan pada pemilu-
pemilu sebelumnya dikarenakan keikutsertaan Partai lokal Aceh.’

Ada 6 partai lokal Aceh yang mengikuti Pemilu tahun 2009 yang
diantarannya Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh,
Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Aceh Suara Independen
Rakyat Aceh. Namun pada Pemilu tahun 2019 hanya ada 4 partai lokal Aceh

'Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), him.44
?Edwin Yustian Driyartama, < Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi”(skripsi), (
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010),him.3



yang mengikuti pemilu, yaitu ada Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai
Daerah Aceh, dan Partai Independen Rakyat Aceh.’

Partai politik ataupun partai politik lokal tidak terlepas dengan
pemahaman pendidikan politik. Pendidikan politik disini terbagi menjadi 2
sektoral dimana di peruntukan bagi kader Partai dan juga bagi masyarakat luas.
Namun dalam penelitian ini pendidikan politik bagi kader partai. Pelaksanaan
pendidikan politik merupakan hal yang penting dilakukan dan menjadi salah satu
fungsi partai politik atau partai lokal dalam melaksanakan pendidikan politik.
Menjadi sebuah kewajiban bagi partai politik ataupun partai lokal dalam
melakukan pendidikan politik kepada kader maupun masyarakat luas.
Pendidikan politik membuat kader partai sadar akan pembelajaran dan
pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*

Sebagaimana pendidikan politik merupakan proses mendidik kesadaran
akan Bhineka Tunggal Ika sehingga dapat menciptakan kemerdekaan dan
menjadikan negara tetap kokoh. Sebagai pendukung guna mewujudkan hal
tersebut juga diperlukan salah satu unsur yang membentuk nilai-nilai
kebangsaan seperti halnya unsur nilai-nilai warisan bangsa, unsur nilai-nilai
kebudayaan bangsa dengan nilai politik.’Negara memiliki nilai-nilai budaya
politik yang berbeda-beda, meskipun berbeda nilai politik di berbagai negara
pendidikan politik tetap memiliki peran penting dalam mewujudkan negara yang
merdeka dengan sosok pemimpin yang berkualitas.

Indonesia yang memiliki dasar hukum konstitusinya pancasila dan UUD
1945 maka pendidikan politik yang diajarkan tidak boleh melenceng dari 2 hal
tersebut, tidak terkecuali pada partai politik lokal, partai lokal tetap memberikan

pendidikan politik sesuai dengan hukum konstitusi di Indonesia. Namun, bagi

3 -
Ibid, him.4.
*Muhtar Haboddin, Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia, (Malang : UB Press, 2016),
him.74.
>Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa, (Bogor
: Guepedia, 2019), him.6



pihak partai politik lokal di Aceh mereka juga menambahkan materi terkait
dengan sejarah partai tersebut dan juga sejarah partai lokal di Aceh.®

Para kader atau anggota partai politik pada saat kaderisasi dilaksanakan
pemahaman terkait pendidikan politik guna membentuk partai politik lokal
sebagai alat untuk menjalankan aspirasi masyarakat. Serta partai politik juga
berkeinginan ingin menciptakan kualitas yang baik bagi para anggota Partai itu
sendiri. Pemberian Pendidikan Politik kepada kader partai kemungkinan
terhambat oleh masalah keuangan. Dengan keuangan yang tidak memadai dapat
menghambat pemberian pendidikan politik kepada kader yang penting untuk
diberikan. ’

Pendidikan politik merupakan cara yang dilakukan partai politik untuk
mendidik, menginformasikan dan membuat masyarakat untuk berperilaku
sebagaimana mencerminkan Indonesia yang paham akan dunia politik. Selain itu
partai politik juga mendidik warga negara mengapa mereka harus menentukan
atau mengambil suatu kebijakan yang tepat.®

Dengan begitu mereka akan sadar serta mampu memahami dan
menyadari status dan kedudukannya secara politik. Sebagaimana yang tertuang
dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik.

Pasal 1 ayat (4) menyatakan “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan juga mengenai tanggung jawab setiap
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dan juga pada pasal
34 ayat (3b) menyatakan “pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3a) berkaitan dengan kegiatan pendalamanmengenai 4 pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal lka dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga
negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan
anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

®C.S.T. Kansil, Aku Pemuda Indonesia, Pendidikan Politik Generasi Muda, (Jakarta : PT
Balai Pustaka, 1986 ), him. 203.

"Payerli Pasaribu, “Peranan Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Poltik”, Jurnal Ilmu
Pemerintahan dan Sosial Politik, VVol. 5, No. 1, 2017, him. 56.

8Agus Satmoko Adi, “Peran Partai Politik Dalam Menerapkan Pendidikan Politik
Terhadap Pengurus Dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan
Bangsa Provinsi Jawa Timur), Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan , Vol.1, No.3, 2015,
him.326.



Namun tidak hanya dalam Undang-undang partai politik, pendidikan
politik juga terdapat dalam Undang-undang pemerintahan Aceh No. 11 Tahun
2006 tentang pemerintahan Aceh yang mewajibkan partai politik Lokal juga
memberikan pendidikan politik kepada kader dan juga masyarakat. Seperti yang
tertera pada :

Pasal 79(a) “Partai politik Lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik
bagi anggota dan masyarakat”.Dan juga pada pasal 81(e) mengatakan “Partai
Politik Lokal berkewajiban melakukan Pendidikan Politik dan menyalurkan
aspirasi politik anggotannya”.

Pelaksanaan pendidikan politik juga diatur dalam Undang-Undang No.7
Tahun 2017 namun tidak mengatur mengenai pendidikan politik secara rinci
sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2011. Pada pasal 267 UU No.7
Tahun 2017 hanya disampaikan :

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan Politik baik bagi kader
maupun bagi masyarakat yang diberikan Kampanye”.

Tetapi dalam penelitian ini peneliti fokus kepada Undang-Undang Partai
Politik, seperti Undang-Undang pemerintahan Aceh dan Undang-Undang
pemilihan umum hanya sebagai bahan pelengkap peneliti.

Disini dipilih partai politik lokal yang ada di Aceh yaitu Partai Nanggroe
Aceh dan Partai Aceh karena kedua partai tersebut. merupakan Partai yang
sangat diminati di kalangan masyarakat. Sehingga membuat saya lebih mudah
untuk mencari informasi terkait partai tersebut. Berdasarkan data awal dalam
partai politik lokal ini dalam hal perekrutan anggota Partai itu bersifat bebas,
diperbolehkan kalangan apa saja menjadi anggota partai atau kader partai tidak
terkecuali bagi para mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian mengenai pendidikan
politik dalam partai politik lokal ini masih bisa dikatakan kurang optimal
dikarenakan pihak partai hanya dapat memberikan pendidikan politik hanya

kepada perwakilan saja.



Dari penelusuran ditemukan aturan pelaksanaan pendidikan politik yang

tercantum dalam 2 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik
lokal di Aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh. Dimana dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Pasal 9 Partai Nanggroe Aceh berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi
anggota dan rakyat”.Pada anggaran dasar dan rumah tangga partai Aceh
menyatakan pada pasal 7 “Partai politik ini berusaha melaksanakan pendidikan
politik bagi rakyat Aceh”.

Berarti kedua Partai Lokal ini secara formil melaksanakan perintah UU
secara tertulis, namun bagaimana pelaksanaannya itu yang peneliti harus
telusuri. Politik juga memiliki ikatan dengan agama dimana politik dan agama
adalah hal yang sama-sama memiliki kaitan yang kuat. Dengan sejarah
perkembangan Islam, lembaga politik juga kerap menghiasi perkembangan
politik. Agama telah menjadi pedoman bagi manusia yang tidak mungkin
dipisahkan dengan kehidupan sosial, selain itu agama bukan hanya menjelaskan
mengenai sisi rohani saja tetapi dalam agama juga mengatur mengenai politik.
Agama Islam juga memudahkan dalam hal pemberian kebebasan dalam hal
bidang politik. Politik dan agama juga sama-sama memiliki upaya untuk
membentuk suatu karakter individu manusia. Sehingga politik dan agama tidak
dapat dipisahkan.’

Partai politik secara Islam merupakan partai yang memiliki gagasan

Islam dalam hal mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum serta
menyelesaikan masalah dalam pemerintahan. Dalam Islam sendiri tujuan partai
bukan hanya untuk meraih suara pemilu atau meraih kepentingan sendiri,
melainkan partai yang bertujuan untuk berjuang merubah sistem pemerintahan
melalaui pendidikan partai politik bagi kader-kader baru guna mengembangkan

syraiat Islam.

®Fuad Mohd Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, ( Jakarta : CV Pedoman llmu Jaya,
1988), him.5.



Maka dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji

dan meneliti tentang Kewajiban Partai Politik Lokal Dalam Memberikan
Pendidikan Politik Bagi Kader Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik ( Studi Terhadap Partai Nanggroe Aceh dan Partai

Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan Partai Nanggroe Aceh dan

Partai Aceh serta ditinjaunnya menurut UU No.2 Tahun 2011 Tentang

partai politik?

2. Bagaimana pandangan politik Islam terhadap pendidikan politik bagi

kader Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik terhadap partai
politik lokal di Aceh.

Untuk mengetahui bentuk pendidikan politik terhadap partai politik
lokal di Aceh.

Untuk mengetahui pandangan politik Islam terkait pendidikan

politik bagi kader partai

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan untuk

kajian dalam rangka memberikan peran untuk ilmu pengetahuan
terutama mengenai pendidikan politik oleh partai lokal Aceh.

Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai
informasi, pedoman atau referensi kepada masyarakat umum

mengenai pendidikan politik oleh partai lokal Aceh.



D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan terdahulu yang telah dilakukan,
sudah ada karya tulis yang berbentuk Skripsi, buku, jurnal, majalah dan lainnya
tentang pendidikan politik.

Pertama, Skripsi karya Edwin Yustian Driyartana dengan judul
Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari
Asas Demokrasi. Skripsi ini menjelaskan dalam sistem kepartaian Indonesia
Partai Politik Lokal Aceh berkedudukan sebagai organisasi yang diberikan
kewenangan oleh Undang-Undang untuk memperoleh kekuasaan Politik dan
merebut kedudukan Politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun pada
pasal 80 ayt 1 huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh yang menyatakan partai politik aceh hanya dapat
memperoleh kekuasaan di daerah Aceh saja.™

Rizwan Martiadi dalam skirpsinya yang berjudul Pandangan Elite Politik
Tentang Makna Pendidikan Politik. Dalam skripsi ini diungkapkan bahwa partai
politik masih kekurangan kader partai yang berkualitas karena pemahaman elite
partai politik yang keliru tentang makna pendidikan politik. Mereka
menganggap bahwa kualitas partisipasi politik masyarakat ditentukan oleh
tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan perolehan suara. Selain
itu masih ada para elite politik yang belum mendapatkan pendidikan kader,
belum berpengalaman dalam politik, belum terjun di tengah masyarakat namun
ia berhasil duduk di Parlemen.**

Firmanzah dalam Mengelola Partai Politik. Dalam bukunya membahas
mengenai semua yang berkaitan dengan partai politik. Baik mengenai sejarah
partai politik, ideologi partai politik. Dalam buku ini membahas mengenai

bagaimana harus disadari bahwa organisasi partai politik tidak digerakkan oleh

YEdwin Yustian Driyartana, “Kedudukan partai politik lokal di nanggroe aceh
darussalam ditinjau dari asas demokrasi”,skripsi, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret,
2010).

"Rizwan Martiadi, “ Pandangan Elite Politik Tentang Makna Pendidikan Politik”, Tesis,
(Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).



mesin dan teknologi tetapi dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di
dalamnya. Manusia yang ada di dalamnya adalah para politikus sehingga
kualitas organisasi partai akan sangat dipengaruhi oleh kualitas para politikus.*?

Muhtar Haboddin dalam Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia,
menceritakan mengenai pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan
dalam sistem politik demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu
diharuskan dilaksanakan dengan mengedepankan kebebasan, jaminan
kerahasiaan dan kompetisi. Disini juga membahas terhadap makna pendidikan
politik yang seharusnya dilakukan secara terus menerus oleh pengurus partai
politik. Karena pendidikan politik merupakan salah satu fungsi partai politik
yang harus ditunaikan.*®

Payerli Pasiribu dalam Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan
Pendidikan Politik. membahas terkait peran partai politik dalam menyalurkan
pendapat aspirasi masyarakat dalam mengatur sedemikian rupa sehingga kabar-
kabar buruk mengenai pendapat dalam masyarakat mulai berkurang. Partai
politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajarkan orang yang berbakat
untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik. Kemudian partai
politik juga ingin lebih meningkatkan kualitas keanggotaanya, baik dalam
kedisiplinan maupun hal lainnya.**

Putri Handayani Nurdin dalam Politik Hukum Pengaturan Pendidikan
Politik oleh Partai Politik. Dalam jurnalnya dapat disimpulkan ada beberapa
perbedaan terhadap model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai
politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan politik

kepada masyarakat perlu ada suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan oleh

12Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).

*Muhtar Haboddin, Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia, (Malang : UB Press, 2016)

14Payer|i Pasaribu, “Peranan Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Poltik”’, Jurnal
llmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 5, No. 1, 2017.



seluruh partai politik, sehingga adanya sanksi tegas yang diterapkan bagi partai
politik yang tidak melakukan pendidikan politik. *°

Muhammad Jafar dalam Perkembangan dan Prospek Partai Politik
Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam skripsinya membahas
keberadaan partai politik lokal sebagai upaya untuk memperkuat partisipasi dan
demokrasi dalam negara Indonesia. Partai politik lokal hadir dengan tujuan
sebagai jembatan politik bagi masyarakat dengan para elit politik. Dengan begitu
demokrasi yang semakin berkembang dapat menjadikan partai politik lokal

untuk berkoalisi dengan partai politik nasional.*®

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami dan juga menghindari dari kesilapan, maka dari itu
setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk
menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Partai Politik
Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1
Angka 1 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Republlik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.%

2. Partai Politik Lokal
Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh

sekelompok warga Republik Indonesia yang berdomisili di Aceh secara

*pytri Handayani Nurdin, “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai
Politik”, Jurnal Jambura Law Review, Vol. 1, No. 2, July 2019

®*Muhammad Jafar, “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam”, skripsi, (Universitas Diponegoro : 2009)

17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
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suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara
melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.*®

Kader

Kader adalah perwira atau bintara dalam ketentaraan atau orang yang
diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan,
partai, dan sebagainya."®

Pendidikan Politik

Pendidikan Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal
1 Angka 4 adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.”

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian hukum merupakan bentuk sebuah karya imiah, yang

didasarkan oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. > Untuk

memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti maka

diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat

mempermudah dalam melakukan penelitian.

1.

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris data primer
yang menjadi pokok data utama yang digunakan sedangkan data sekunder

merupakan data pendukung dari data primer. Dengan meneliti dari lingkup

¥Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
19 Kbbi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/kader.partai, diakses pada tanggal 3 September

2020, pukul 19.45

2®yndang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
ISorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981), him. 43.
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materi yang berupa Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai
Politik, Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Serta
melakukan wawancara dengan kader partai lokal di Aceh.?
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang mengacu pada data
serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.?Penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsiskan suatu
gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana
bentuk pendidikan politik bagi kader partai politik lokal di Aceh.
Lokasi Penelitian
Berhubung Judul penelitian Skripsi ini adalah Kewajiban Partai Politik
Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader, maka penulis
melakukan penelitian di kantor Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh di
kota Banda Aceh.
Sumber Data
Sumber data adalah sumber-sumber yang memungkinkan seorang penelitian
untuk memperoleh informasi atau data-data yang dibutuhkan selama
penelitian baik sebagai data utama maupuan data pendukung. Dalam
penulisan ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan
diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan
penelitian lapangan (field research) yaitu pada Partai Nanggroe Aceh dan
Partai Aceh di kota Banda Aceh.**

“?1bid, him. 45.
287ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 54.
*Ibid, hIm.106.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau bahan yang mendukung atau data-data
tambahan bagi data primer. Data sekunder ini merupakan data yang
diperolen melalui kajian pustaka (library research) yaitu dengan
membaca dan mengkaji buku, undang-undang tentang partai politik,
artikel, jurnal, dan data-data di internet, kemudian dikategorikan sesuai
dengan data yang dipakai untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga
mendapat hasil yang valid tentang Pendidikan Politik di Partai Politik
Lokal di Aceh.”
5. Teknik Pengumpulan Data
Pada proses Penelitian ini menggunakan studi Observasi, Wawancara, Dan
Dokumentasi.
a. Data Observasi
Observasi yaitu penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan
langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan
data yang valid untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu
Kewajiban Partai Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan
Politik Bagi Kader dan Menurut Politik Hukum Islam mengenai
Pendidikan Politik Partai Politik Lokal Bagi Kader.
b. Wawancara
Wawancara adalah salah satu langkah pengumpulan data dengan
dilakukannya tanya jawab baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan informan atau orang yang diwawancarai.?®
Wawancara dilakukan kepada kader partai lokal aceh yaitu Partai
Nanggroe Aceh dan Partai Aceh guna mendapatkan sumber data.
Sehingga didapat informasi mengenai Pendidikan Politik yang
dilakukan oleh masing-masing partai politik lokal di Aceh. Seperti

peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 30.
%3orjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981), him.46.
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pada permasalahan yang penulis meneliti terkait Kewajiban Partai
Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader
Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
c. Dokumentasi
Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat
suatu penelitian yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan
melihat dokumen seperti bahan-bahan tertulis di buku, jurnal, skripsi
yang ada. Dalam hal ini pengumpulan data yang memiliki keterkaitan
dengan pendidikan politik oleh partai politik baik lokal maupun
nasional.’’Maka dari itu peneliti membutuhkan dokumen-dokumen
atau informasi-informasi terkait Pendidikan Politik yang dilakukan
oleh partai lokal maupun nasional. Sehingga dapat menyelesaikan
permasalahan yang sedang peneliti lakukan terkait pemberian
Pendidikan Politik kepada kader partai atau anggota partai.
6. Teknik Analisis Data
a. Reduksi data
Data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam
kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Partai
Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader.
b. Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian ini dapat bentuk tulisan atau gambar,
grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan
informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.
c. Penyimpulan
Pada bagian penyimpulan diperlukannya proses reduksi data, setelah
data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan
sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil

kesimpulan akhir. Hasil penjelasan diatas menunjukkan tentang

2'\bid.hIm.47.
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pedoman untuk pengolahan data sehubung dengan permasalahan yang
akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Kualitatif, yang merupakan proses pengumpulan data dilapangan
dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mencari
informasi  secara mendalam. Setelah data terkumpul peneliti
menyimpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan akhir.
7. Pedoman Penulisan
Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- Buku Pedoman Penulisan Skripsi edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi 4 bab yang
masing - masing memiliki pembahasan tertentu. Sistematika pembahasannya
sebagali berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas mengenai pengertian
partai politik dan pendidikan politik lokal bagi kader. Serta keterkaitan politik
Islam terhadap pendidikan politik bagi kader partai atau anggota partai.

Bab tiga membahas tentang kewajiaban partai politik lokal Parta Aceh
dan Partai Nanggroe Aceh dalam menerapkan pendidikan politik. Serta
membahas tentang bentuk pendidikan politik terhadap partai politik lokal.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang
kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil
penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan

juga diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah organisasi berbasis politik yang disusun
oleh sekelompok rakyat Indonesia secara sukarela atas dasar memiliki kesamaan
cita-cita guna mewujudkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara
Republik Indonesia dalam melakukan pemilihan umum. Partai Politik juga
sebagai sebuah intitusi yang diibaratkan memiliki kepentingan yang kuat dalam
sistem demokrasi modern. Partai politik melahirkan fasilitas bagi warga negara
guna sebagai alat untuk turut serta dan berpartisipasi dalam pembentukan
pengelolaan negara.”®

Selaku sebagai lembaga politik, partai bukan hal satu-satunya yang hadir
dengan begitu saja. Kedatangan partai politik memiliki sejarah yang panjang
namun belum bisa dikatakan kedatanganya terlalu tua. Bisa dikatakan partai
politik hadir dalam lingungan masyarakat sebagai organisasi baru dibandingkan
dengan organisasi yang lainnya. Partai politik hadir dalam lingkungan negara
yang modern.?

Negara-negara Eropa menjadi tempat pertama kali melahirkan partai
politik. Sebagaimana masyarakat menjadi faktor penting dalam proses
perpolitikan, maka dari itu lahir partai politik secara langsung tanpa adanya
permasalahan. Partai politik mulai berkembang dan menjadi perantara antara
rakyat dan juga para pihak pemerintah. Pada akhir dekade 18 menjadi awal
perkembangan partai politik di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis.
Dalam partai politik kegiatan yang berhubungan dengan politik pada awalnya

?®Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him.397.
#Ibid, him. 398.
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memiliki sifat elitis dan aristokratis yang mana mempertahankan kepentingan
kaum bangsawan terhadap desakan para raja.

Era globalisasi kegiatan politik juga mengalami kemajuan dan mulai
berkembang di luar parlemen dengan meluasnya hak pilih. Tidak terlepas
dengan para panitia pemilihan yang telah dibentuk dan menjalankan segala
proses pengumpulan suara terkait persiapan menjelang pemilihan umum. Untuk
memperkuat persiapan maka akan diperlukan dukungan dari kalangan
masyarakat luas, kelompok-kelompok politik dalam perlemen yang mana
nantinya akan berusaha untuk mengembangkan organisasi massa. Sebagaimana
partai politik telah menjadi suatu alat untuk menyalurkan aspirasi para rakyat.
Pada akhir abad ke 19 mulailah partai politik lahir yang mana nantinya akan
menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.*

Kata politik pertama kali diperkenalkan oleh tokoh Aristoteles (384-322
SM) yang mengatakan pemantauannya mengenai “ manusia pada dasar nya ialah
binatang politik . Aristoteles menegaskan bahwasanya dasar kehidupan sosial
merupakan politik dan interaksi antara satu dengan yang lainnya atau dapat
dilakukan dengan dua atau lebih orang yang mana nantinya akan mengaitkan
hubungan mengenai politik. Dengan kata lain setiap insan manusia merupakan
sosok politisi yang akan membentuk suatu hubungan yang memiliki keterkaitan
dengan dunia politik.**

Secara etimologi kata politik berasal dari kata “ polis” (yunani) yang
memiliki arti berupa kota atau negara kota. Tetapi kata-kata Polities diturunkan
yang berarti warga negara, Politike te ckne’ yang berarti kemahiran politik dan
politike episteme yang berarti ilmu politik. Jadi, secara istilah politik merupakan

usaha untuk memperoleh atau mewujudkan cita-cita atau ideologi bangsa.*

“Ibid, him.399.

3'Ellya Rosana, “Partai Politik dan Pembangunan Politik”, Jurnal TAPIs, Vol 8, No. 1,
2012, him.137.

*“Ibid, him.138.



17

Dengan demikian dapat disimpulkan partai politik adalah suatu
kelompok yang terorganisir yang mana anggota-anggotanya memiliki orientasi,
nilai-nilai, cita-cita yang sama. Partai politik berawal dari pada anggapan bahwa
dengan ada tempat organisasi mereka dapat mempersatukan orang-orang yang
memiliki visi misi dan juga pemikiran yang sama sehingga pemikiran mereka
tersebut dapat dijalankan dengan keselarasan.*

2. Tujuan Partai Politik

Organisasi-organisasi yang telah dibentuk pastinya memiliki tujuan dari
masing-masing organisasi tidak terkecuali partai politik. Partai politik memiliki
tujuan dibidang politik. Tujuan dari partai politik telah dilindungi olen UUD
1945, terkait dengan perlindungan tujuan partai politik yang berdasarkan
konstitusi dan konstitusilah menjamin kemerdekaan serikat, berkumpulan, dan
bebas menyalurkan pendapat yang masing setiap individu bebas mengeluarkan
pendapat yang mana itu merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana pendapat
tersebut guna sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang stabil
dalam negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan sesuai dengan
hukum.**

Partai politik sebagai salah satu kelompok organisasi yang memiliki
anggota-anggota kader partai. Kelompok ini memiliki misi untuk memperoleh
kekuasaan politik dengan cara pada saat pemilihan umum. Kemudian partai
politik juga diharuskan dalam kehidupan politik modern yang secara demokratis.
Organisasi partai politik berupa organisasi yang mana secara ideal yang
bermaksud untuk menghidupkan dan memobilisasi bagi rakyat atau bisa

dikatakan sebagai partisipasi politik, sebagai perwakilan kepentingan tertentu,

**Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him.403.

% Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 2016), him. 90.
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sebagai jalan guna usaha berkompromi bagi pendapat yang memiliki bersaingan
serta sebagai pengajar untuk memiliki kepemimpinan politik yang sah.®

Indonesia merupakan negara yang memiliki kehidupan demokratis, dan
dengan adanya partai politik dalam kehidupan demokratis sangat memiliki peran
penting. Bahkan beberapa pendapat juga mengatakan apabila tidak ada
demokrasi didalamnya tidak mengandung partai politik. Karena partai politiklah
yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi dikarenakan partai politik
merupakan salah satu pilar atau penanda adanya demokrasi di Negara
Indonesia.*

Organisasi yang disusun oleh sejumlah kelompok masyarakat Indonesia
yang dengan keluasan hati atau dengan sukarela yang memiliki cita-cita untuk
dapat memperjuangkan kepentingan para pihak anggota, masyarakat umum,
bangsa dan negara dengan melalui pemilihan umum disebut partai politik.*’

Partai politik memiliki maksud dan tujuan tertentu, seperti halnya tujuan
yang bermanfaat mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ideologi
tertentu. Tujuan dari partai politik seperti pada pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008,
disini tujuan partai politik dibagi menjadi 2 jenis, tujuan umum dan tujuan
khusus yang berupa :

1. Tujuan Umum Partai Politik :
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai yang
dimaksud pada pembukaan UUD 1945.
b. Menjaga dan memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
c. Memajukan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI.

®A. Gaul Kadir, “ Dinamika Partai Politik”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 16, No. 2,
2014, him.133.

%%Imam Yudhi Prasetya, “ Pengeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik”, Jurnal Ilmu
Politik dan 1Imu Pemerintahan, VVol. 1, No. 1, 2011, him.32.

$"https://m.merdeka.com/pendidikan/7-poin-penting-yang-jadi-tujuan-sebuah-partai-
politik.html, diakses pada 3 maret 2020, pukul 19.56.


https://m.merdeka.com/pendidikan/7-poin-penting-yang-jadi-tujuan-sebuah-partai-politik.html
https://m.merdeka.com/pendidikan/7-poin-penting-yang-jadi-tujuan-sebuah-partai-politik.html
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d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indoneisa.
2. Tujuan khusus bagi Partai Politik :

a. Meningkatkan tingkat keikutsertaan politik anggota dan masyarakat
dalam rangka penggurusan kegiatan politik dan pemerintahan.

b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam menjalani kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan membangun etika serta
budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.®®

Dengan adanya tujuan umum dan tujuan khusus dapat membentuk partai
politik sebagai wadah yang lebih baik seperti apa yang telah dijelaskan dalam
tujuan partai politik di atas. Partai politik akan sedar dengan apa yang
semestinya dilakukan agar tidak melenceng dari unsur kebangsaan dan
bernegara.

3. Fungsi Partai Politik

Penilaian partai politik memiliki perbedaan pandangan dalam berbagai
negara yang demokratis dan di negara otoriter. Perbedaan penilaian tersebut
terkait dengan fungsi partai politik di masing-masing negara. Dalam negara yang
demokrasi fungsi partai politik dapat dijalankan sesuai dengan hakikat, tetapi
berbeda bagi negara otoriter yang mana fungsi partai politik tidak dapat
dijalankan fungsi partai politik berdasarkan dengan hakikatnya melainkan lebih
banyak penguasa yang menjalankan semua nya.*

Fungsi utama dari partai politik yaitu memeriksa dan mempertahankan
kekuasaan agar dapat mewujudkan program-program yang telah diatur
berdasarkan dengan ideologi tertentu. Pada saat menjalankan fungsi partai
politik dalam sistem politik demokrasi melakukan 3 bentuk kegiatan yaitu

dengan melakukan seleksi calon-calon, kampanye, dan melakukan fungsi

%8 Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 2016), him.95.

*Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him.405.



20

pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Jika kekuasaan dalam tindak memerintah
telah di peroleh maka partai politik dapat berperan®® sebagai pembuat keputusan
politik. Fungsi partai politik juga sebagai media penghubung antara berbagai
jenis macam kepentingan dalam suatu sistem politik.*
Fungsi partai politik terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya :
1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Opini atau aspirasi seseorang atau sebagian kelompok akan hilang tanpa
adanya jejak jika tidak di terima dan digabungkan dengan pendapat atau
aspirasi orang lain yang memiliki kesamaan atau satu visi dan misi.
Setelah aspirasi tersebut diterima dan di tampung dengan baik dan
dibentuk menjadi lebih teratur proses ini dinamakan perumusan
kepentingan. Apabila aspirasi tidak ditampung dengan baik maka akan
menimbulkan perbedaan pendapat dan tidak menutup kemungkinan
tejadinya perselisihan. Maka dari itu penting adanya partai politik
sebagai fungsi sarana penampung komunikasi politik baik dari anggota
sendiri maupun masyarakat luas.*?
2. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi partai politik serupa dengan sarana rekrutmen politik juga hampir
sama dengan seleksi terkait pemilihan kepemimpinan. Baik
kepemimpinan yang berada didalam tempat tersebut maupun
kepemimpinan nasional yang lebih luas. Guna menjadi bentuk
kepentingan internalnya maka setiap partai membutuhkan kader-kader
yang memiliki kualitas hebat dan juga kemampuan yang baik dengan
begitu dapat menguntungkan partai sendiri dalam mengembangkan diri.

Memiliki kader-kader yang berkualitas, baik, serta memiliki pengetahuan

*®Ramlan Subekti, Memahami Ilmu Politik, (Depok : Raja Grafindo Persada, 1992),
him.149.

*Sekar Anggun Gading Pinilih, “ Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Pengaturan Keuangan Partai Politik”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, him.71.

*2Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him.406.
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yang hebat, hal tersebut tidak memperburuk keadaan. Malah dengan
begitu membuat partai lebih mudah dalam menentukan pemimpin dan
mempunyai kesempatan untuk menunjuk calon sebagai perwakilan di

pimpinan nasional.*”®

. Sebagai Integrasi Sosial Dalam Ideologi Politik

Menjadi sebuah organisasi, partai politik memiliki fungsi sebagai
fasilitor integrasi kolektif sosial. Individu dan juga group sosial menjadi
bagian dari partai politik. Pembentukan integarasi ini dapat digunakan
menjadi dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme internal dengan
melakukan membentuk peraturan dan kepastian yang berlaku bagi semua
pihak anggota partai. Seperti dengan membentuk AD/ART partai dengan
begitu membuat tingkah laku anggota partai sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh organisasi partai politik. Mekanisme yang kedua yaitu
dilakukan  dengan fungsi  koordinasi yang memliki tujuan
menghubungkan satu individu dengan kelompok yang lainnya. Sehingga
dengan melalui koordinasi dapat membuat keterkaitan dengan yang
lainnya dan mampu bergerak dengan visi dan misi yang sama. Melalui
hal tersebut politik menghasilkan identifikasi, klasifikasi, dan
mengkategorikan masyarakat menjadi desain kelompok ideologi

tertentu.**

. Sebagal Sarana Aspirasi Rakyat

Menjadi fungsi yang penting dalam menyampaikan berbagai bentuk
aspirasi rakyat dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat
sehingga masyarakat sedikit akan lebih paham akan dunia politik.
Namun sebelum itu pendidikan politik harus dilaksanakan dengan begitu
baik kepada para kader partai itu sendiri. Dengan begitu kader pada saat
menyampaikan segala yang berkaitan dengan politik dapat diterima

74.

“*Ibid, him. 408.
*Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2011), him.
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dengan baik bagi masyarakat yang sebelumnya telah di beri pemahaman

oleh para kader yang terdidik. Masyarakat yang telah paham akan lebih

mudah menyadari terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga
negara yang baik.*
4. Peran Partai Politik

Partai politik melambangkan cerminan dari negara yang demokratis yang
dapat diyakini serupa seperti kehidupan negara modern.*® Serupa dengan partai
politik yang dipandang sebagai hal yang mampu mengubah seseorang atau
kelompok individu mendapatkan kesuksesan dan juga kekuasaan. Peranan partai
politik berupa :

a.  Memiliki peran dalam pemberian pendidikan politik.

b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna sebagai
pengisi dalam berbagai macam kedudukan di kehidupan berbangsa.

c. Menjadi lembaga yang berkeinginan sebagai perwakilan dalam
kepentingan masyarakat.

d. Sebagai penghubung antara penguasa dan juga rakyat.*’

Partai politik juga memiliki peran sebagai tempat memecahkan
permaslahan terkait bangsa dan juga negara. Permasalahan sosial yang banyak
ditemui dalam kalangan masyarakat dan memiliki ragam jenisnya. Beranjak dari
masalah ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan juga kesehatan, kemanan,
pendidikan hingga politik itu sendiri. Demi bertahan, partai politik harus selalu
mengikuti perubahan dan juga perkembangan yang terjadi dalam lingkungan
masyarakat. Sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan

masalah tersebut telah di monitori sesuai dengan bidang-bidangnya.*

*Nico Harjanto, “ Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di
Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, 2011, him.140.

**Ellya Rosana, “Partai Politik dan Pembangunan Politik”, Jurnal TAPIs, Vol 8, No. 1,
2012, him.1.

*'Sekar Anggun Gading Pinilih, “ Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Pengaturan Keuangan Partai Politik”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, him.72.

*8Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2011),
him.277.
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Partai yang menjadi sistem dalam memainkan perannya sebagai penyalur
membumikan dan mencita-citakan negara dalam kesadaran bersama-sama
dengan masyarakat setempat. Serta memiliki peran dalam menyadarkan
masyarakat terhadap negara, konstutusi dan memiliki tanggung jawab ekslusif

untuk menyadarkan masyarakat UUD.*

B. PENDIDIKAN POLITIK
1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan merupakan gabungan kata yang berasal dari Kkata
educationbermakna pendidikan yang memiliki asal dari kata Educate bermakna
mendidik sehingga memiliki arti memberi peningkatan, pencapain serta
mengembangkan pendidikan. Namun dari arti sempit pendidikan suatu
perbuatan atau proses pembuatan guna memperoleh pengetahuan.*’Serta
pendidikan adalah proses dimana kegiatan yang berurusan dengan sesama
manusia atau dengan kata lain sama-sama memiliki peran diantara makhluk
hidup. Pendidikan suatu usaha guna untuk memanusiakan manusia dimana
memiliki artian memperlakukan manusia atau orang lain sesuai dengan harkat
dan martabat manusia dengan baik yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan
universal. Sehingga manusia itu sendiri dapat menjadi pribadi yang ideal, yaitu
manusia dengan segala hak dankewajibannya. Maka manusia perlu adanya
pendidikan guna untuk mendidikan agar paham akan pengetahuan.>*

Sedangkan politik berasal dari bahasa yunani politeria yang berasal dari
katapolis berarti kekuasaan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan
teia berarti urusan. Secara umum politik adalah kepentingan umum warga

negara suatu bangsaserta proses penentuan tujuan negara dan cara

*9Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 2016), him.98.

0Alex Victor Wanma, “ Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap
Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”, Jurnal Politico,
2015, him.5.

*'Haryanto, Undang-Undang Partai Politik, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 1984),
him.79.
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melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan politik terkait dengan hal-
hal yang membahas mengenai negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,
kebijakan dan distribusi sumber daya. Politik juga mengandung dimana
masyarakat dituntut agar dapat menjalankan politik dengan baik.>?

Di dalam politik seperti itu, manusia akan hidup dengan bahagia karena
memiliki kesempatan untuk memperluaskan bakat dan bergaulan, dengan
memiliki rasa sosial terhadap masyarakat yang tinggi dan juga hidup dalam
moralitas yang tinggi. Seperti pada umumnya politik juga dapat dikatakan usaha
guna untuk menentukan peraturan-peraturan, yang dapat diterima dengan baik
oleh warga negara serta membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang
harmonis.

Berdasarkan penjelasan pendidikan dan politik, pendidikan politik juga
disebut sebagai political formingatau bildung. Disebut forming karena memiliki
makna untuk menjelaskan susunan insan politik yang sadar akan status ataupun
kedudukan politik setiap insan manusia dalam kalangan masyarakat. Sementara
itu pendidikan politik juga disebut bildung yang memiliki makna pembentukan
atau pendidikan terhadap diri sendiri, dikarenakan kedua istilah tersebut
memiliki kandungan sebuah aktivitas sehingga memiliki penjelasan sebagai
pembentukan diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri
untuk menjadi pribadi yang paham akan dunia politik. Sehingga pendidikan
politik dapat dikatakan menjadi sosok yang paham akan dunia politik serta dapat
merubah diri sendiri yang sadar dan paham akan pendidikan politik dengan
adanya pemahaman tersebut >

Pendidikan politik secara umum diartikan sebagai pembentuk insan-insan
atau sosok yang dapat dan mampu memahami serta menyadari status dan

kedudukan secara politik dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian

525, Sumarsono dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 2006), him.137.

3Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa,
(Bogor : Guepedia, 2019), him.7.
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menunjukan bahwa pendidikan politik memiliki posisi yang penting dalam
sebuah penciptaan pola pikir dan tanggung jawab sebagai warganegara. Selain
itu, pendidikan politik memiliki peran penting dalam inovasi dalam kehidupan
politik dan kehidupan sehari-hari dengan begitu menciptakan masyarakat yang
sejahtera dan dapat diterima dengan baik secara formal maupun non formal.>*

Pendidikan politik (political education) ialah syarat yang harus dilakukan
sebab pendidikan politik merupakan proses mendidik kepahaman bernegara dan
berbangsa. Pendidikan politik sendiri tidak terlepas dengan partai politik, partai
politik sangat memerlukan pendidikan politik sehingga memiliki anggota-
anggota partai politik atupun kader partai yang berkompeten guna mewujudkan
negara yang merdeka dan tidak dapat dijajah kembali.*®

Pendidikan politik adalah hal yang dapat menghidupkan politik dan
kearifan wawasan politik terhadap hal-hal bahkan peristiwa-peristiwa yang
memiliki hubungan dengan politik. Dengan hal tersebuat dapat menumbuhkan
orang untuk mampu menjalankan fungsi kontrol politik, serta pembuktian
terhadap realitas politik yang sedang berlangsung. Kedudukan pendidikan politik
juga sangat penting dikarenakan dapat menjadi suatu langkah yang sadar terkait
penyampain budaya politik dengan melihat kepada nilai-nilai pancasila yang
dilakukan masyarakat pada umumnya.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagaimana hal yang penting untuk dipahami
memiliki tujuan yang dapat membentuk individu seseorang menjadi sosok yang
memiliki pola pikir luas terkait isu-isu politik. Pendidikan politik bertujuan
untuk membina dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik,
serta memiliki tujuan untuk membangun kemampuan dalam melakukan

pertisipasi politik kepada individu, agar individu tersebut dapat menjadi

>*Syafril & Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Depok : Kencana, 2017),
him.79.

**Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa,
him.8.
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pengikut politik yang menuju kearah hal positif. Tujuan pendidikan politik
khususnya di Indonesia telah tercantumkan kedalam peraturan perundang-
undangan dimana menyebutkan tujuan pendidikan politik tidak lain sebagai :*°

1) Meningkatakan pemahaman serta kesadaran warga negara tentang
hak dan kewajiban masyarakat dalam hidup di lingkungan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Menunjang tingkat partisipasi politik dan inovasi masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Meningkatkan tingkat mandiri, kedewasaan, dan membangun
karakter bangsa dalam bentuk menjaga persatuan dan kesatuan
negara.

Di Indonesia terkait pelaksanaan pendidikan politik tidak terlepas dengan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu materi yang dibahas
merupakan materi pendidikan politik yang mengarah kepada amanat Pancasila
dan UUD 1945. Tidak terkecuali pada saat pelaksanaan bagi pendidikan politik
yang mengacu terhadap para penerus generasi muda. Generasi muda di
Indonesia merupakan sebuah aset yang berharga dimana merekalah yang dapat
menjadikan negara ini menjadi negara yang demokratis serta memiliki
masyarakat yang kritis terkait masalah perpolitikan.>’

Pendidikan politik sangat penting bagi semua masyarakat Indonesia,
maka dari itu pendidikan politik menjadi harapan bagi masyarakat luas untuk
ditetapkan dalam negara Indonesia yang dimana partai politik menjadi jembatan
penghubung antara pendidikan politik yang akan disampaikan kepada
masyarakat luas. Pendidikan politik yang memiliki sumber mengenai pendapat
terkait aspirasi yang di temukan dari kepribadian dan juga kekayaan bangsa ini
sendiri yang telah di terima secara baik dan nasional demi tegaknya negara

Indonesia ini.

*®pudih Sutrisman, (Bogor : Guepedia, 2019), him.20.
>'C.S.T. Kansil, Aku Pemuda Indonesia Pendidikan Politik Generasi Muda, ( Jakarta
: PT Balai Pustaka, 1986), him.202.
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Terlepas dari itu pendidikan politik juga memiliki berbagai macam
tujuan yang mana menyebutkan menyelenggarakan pendidikan politik harus
mampu membangkitkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara,
mengeluarkan seluruh kemampuan bangsa, serta peningkatan pribadi.
Pendidikan politik juga harus dapat membangun kesadaran rakyat untuk
mengetahui permasalahan yang dihadapi dan belum mendapatkan solusinya.
Sebagaimana manusia menjadi sumber utama pendidikan politik itu dapat
dilaksanakan dengan baik dan juga secara berkelanjutan.®

Disisi lain, tujuan pendidikan politik ialah sebagai yang membentuk
manusia paham terhadap susila, dan menjadi warga negara yang demokratis
yang mampu bertanggung jawab mengenai kesejahteraan masyarakat dan juga
bangsa Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Maka tujuan
pendidikan politik di Indonesia, yaitu :

1) Memperlihatkan peranan setiap individu yang memiliki keunikan
selaku warga megara dengan dapat menaklukan kemampuan dan
bangkat dengan semaksimal mungkin.

2) Dapat aktif ketika berpartisipasi dalam kegiatan ataupun proses
politik untuk membangun bangsa dan negara.

Secara lebih jauh tujuan pendidikan politik terbagi menjadi 2 bagian yang
diantaranya :

1) Membuat rakyat seperti individu, kelompok, anak didik, serta warga
negara), yaitu :

a. Dapat memahami kondisi dan situasi sosial politik yang mana
penuh dengan konflik dan juga berdebatan.

b. Berani mengambil sikap dalam memberikan kritik yang dapat
membangun terhadap situasi dan juga kondisi masyarakat yang

pasti.

58Bedjo Sukarno, “ Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi”, Jurnal llmiah , 2012,
him.2.
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c. Kegiatan yang dapat diarahkan pada kegiatan demokratisasi
individu maupun perorangan dan juga dpaat menjalankan semua
lembaga kemasyarakatan dan lembaga negara dengan
demokratisasi.”

d. Mampu memperjuangkan kepentingan dan juga ideologi terutama
yang berkolerasi dengan tingkat keamanan dan juga kesejahteraan
hidup bersama.

2) Memprioritaskan dan mengusahakan, yaitu :

a. Dapat Dberkontribusi setiap insan warga negara dalam
melaksanakan realisasi diri dari dimensi sosialnya.

b. Dapat memajukan semua bakat dan kemampuan demi dapat
mengembangkan dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif,
wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik.

c. Dapat menjadi pribadi yang aktif dalam berpartisipasi terkait
proses politik, demi pembangun diri, masyarakat sekitar,
bangsa dan negara.®’

Pendidikan dan politik 2 hal yang memiliki keterkaitan, apabila
membicarakan pendidikan maka masalah tidak akan melenceng dari dunia
politik serta nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya
pendidikan tidak akan menghasilkan individu yang memiliki kemampuan.
Dengan adanya partai politik baik nasional maupun lokal yang memberi
pendidikan terkait pemahaman politik terhadap para anggota partai yang
nantinya akan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan anggota

perlemen.®*

$Dudih Sutrisman,(Bogor : Guepedia, 2019), him.22.

®Ibid, him.23.

14 AR Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, (Magelang : Indonesia Tera, 2003), him.
310.
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Setiap dalam pemerintahan pendidikan politik sangat berguna tidak
menutup kemungkinan kepada dunia perpolitikan seperti halnya bagi para
anggota partai. Melakukan pendidikan politik memiliki arti penting bagi setiap
warga negara, tujuan pendidikan politik ialah sebagai dukungan atas politik
kekuasaan yang hendak menyingkirkan perbuatan-perbuatan yang dapat
menghancurkan bangsa. Tidak hanya para elite politik yang melakukan
pendidikan politik tetapi bagi pihak ormas-ormas juga melakukan pendidikan
juga sebagai pemahaman bagi para kader atau anggota ormas itu sendiri.
Pendidikan politik yang dilaksanakan pada saat adanya training yang dilakukan

secara bertahap atau bertingkat.®*

3. Materi Pendidikan Politik
Bentuk pendidikan politik dari partai politik berupa pemahaman terkait
dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Seperti pada UU No. 2 Tahun 2011 atas
perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang tertera pada pasal
34 Ayat 3b yang menyatakan bahwa bentuk pendidikan politik berupa kegiatan:
pendalaman terkait empat pilar kebangsaan dan bernegara yang berupa

pemahaman terhadap :

a. Pancasila,

b. UUD 1945,

c. Bhinneka Tunggal Ika dan juga terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

d. Pemahaman terkait hak dan kewajiban warga negara Indonesia
dalam membangun etika dan budaya politik, serta pemahaman
terhadap pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.®

Pendidikan politik tidak hanya dilakukan bagi partai nasional saja tetapi

bagi partai lokal juga tetap diadakan pemahaman mengenai pendidikan politik

beserta dengan materi didalamnya. Pendidikan politik ini dilakukan terhadap

%2Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah, (Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 2001), him.
375.
®3Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik



30

para anggota partai atau kader partai bahkan kepada masyarakat juga penting
pemahaman terkait pendidikan politik ini. Bagi partai politik lokal selain dengan
pemberian pemahaman mengenai pendidikan politik, pihak partai juga memberi
pemahaman mengenai sejarah partai dan juga sejarah kedudukan partai tersebut
serta visi misi partai.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti halnya terkait dengan
Pancasila, UUD, serta NKRI merupakan sarana pendidikan politik yang
memiliki peran penting. Dalam membentuk watak, karakter, dan tanggung jawab
sebagai warga negara sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Secara garis besar pendidikan politik memiliki tugas untuk mendidik akan
kesadaran bernegara dan juga berbangsa dimana itu semua akan di
persembahkan untuk kemerdekaan bangsa serta kekokohan negara.®

Internal pendidikan politik dapat dilihat yang berisi terkait bagaimana
budaya politik di suatu bangsa, yang mana budaya politik khusus nya di
Indonesia yang memiliki landasan nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai pancasila
yang di berikan akan tetapi nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi pendorong
dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Kearifan wawasan politik, segala hal
yang terkait dengan peristiwa-peristiwa politik dimana menjadi salah satu bagian
penting dalam analisis pendidikan politik yang dapat disertai dengan nilai-nilai
Pancasila.

Dalam melaksanakan pendidikan politik kesungguhan yang biasanya
dilakukan oleh pihak partai kurang lebih dilakukan kurang lebih sebanyak 20
kali dalam kurun waktu 5 tahun. Tetapi itu masih bisa dikatakan kurang
dikarenakan pendidikan politik ini sangatlah penting bagi para anggota partai
ataupun kader partai. Dengan pendidikan politik dapat menciptakan kader yang

siap bagi dari segi mental, fisik, dan wawasannya. Bentuk pelaksanaan

® Aris Riswandi Sanusi & Cecep Darmawan, “ Implementasi Politik Dalam Membentuk
Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik
Pancasila”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, 2016, hlm. 25.
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pendidikan politik terkait wawasan kebangsaan biasanya dilakukan dengan tiga

model umum seperti sosialisasi, seminar, dan tarining. *

Susunan pendidikan politik yang paling banyak dilakukan dengan
menggunakan cara mensosialisasikan materi pendidikan yang berupa
pemahaman nilai-nilai pancasila dan juga terkait visi misi partai itu sendiri.
Model-model pelatihan tidak menjadi yang utama untuk digunakan. Karena
pelatihan sebenarnya memiliki keunggulan dan juga lebih baik untuk digunakan
dalam melakukan pendidikan politik karena dengan melakukan pelatihan
sehingga dapat membuat para anggota atau kader partai memiliki keselarasan
terkait penerimaan pendidikan dari segi materi maupun praktek. Pemberian
pendidikan biasanya dilakukan oleh pimpinan partai atau para anggota atau
kader partai yang telah senior. Dengan begitu partai politik juga memerlukan
pihak lain untuk memberikan pendidikan tersebut.®

C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik Dalam Kajian Politik Islam
1. Pengertian Partai Politik Menurut Islam

Kata partai menurut Al-Khalil ibn Ahmad dalam kitabnya mu’jam al-
‘Ain yang berarti pendukung untuk seseorang agar mengikuti pendapat, atau bisa
dikatakan seseorang yang memiliki cita-cita atau tujuan yang sama. Dalam
Alquran partai berasal dari kata hizb yang berarti suatu kelompok yang memiliki
konsep dan aktivitas yang sama. Sedangkan makna politik berasal dari bahasa
yunani yang memiliki makna negara kota, seiring dengan perkembangan zaman
makna politik menjadi polities yang merupakan warga negara atau politikos

yang berarti kewarganegaraan.®’

*Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa,
(Bogor : Guepedia, 2019), him. 9-10.

%M. Arifin Nasution, “ Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik dan Wawasan
Kebangsaan”, Jurnal Politeia, Vol. 4, No. 1, him.38.

%7 Nasrullah, Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Sidoarjo Periode 2009-2014(Analisis UU No : 2/ 2011 Tentang Partai Politik), (skripsi,
(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), him.19.
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Menurut Hasan Al bana menjelaskan mana politik ialah usaha untuk
memikirkan masalah terkait dengan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsi,
merincikan kewajiban dan hak, serta melaksanakan pengawasan terhadap
penguasa untuk dapat mematuhi sistem pemerintahan serta dapat menghilangkan
masalah penindasan.®®

Politik dalam Islam merupakan upaya untuk mengatur pemerintahan,
sistem pemrintahan yang baik akan diatur oleh sosok pemimpin yang memiliki
jiwa baik dalam hal kepemimpinan. Serta mengelola perubahan dalam Islam
juga sangat di anjurkan sebagai bukti seorang pemerintahan dapat mengelola
Negara dengan sebaik mungkin tanpa adanya kekerasan dan hal yang buruk
lainnya.Upaya menjalankan kebaikan bagi umat adalah point penting dalam
mengatur pemerintahan. Keselamatan umat serta terjaminnya umat dalam
keadaan yang senantiasa baik merupakan peran penting untuk sosok pemimpin
lakukan.®

Partai politik pada dasarnya terdiri dari 2 kata partai dan politik yang
memiliki makna yang berbeda-beda.Jika digabungkan kedua kata tersebut partai
politik memiliki makna lembaga terdiri dari masyarakat yang memiliki tujuan
untuk sama-sama berjuang untuk memperoleh kekuasaan di suatu Negara. Partai
Politik memiliki ikatan untuk anggotanya yang telah sesuai dengan ketentuan
untuk menduduki Kkursi jabatan di parlemen. Merupakan sebuah perwakilan
rakyat di legislatif untuk membentuk pemerintahan yang sesuai dengan tujuan
partai tetapi tetap tidak melenceng dari Undang-Undang dasar 1945.

Partai politik secara Islam merupakan partai yang memiliki gagasan
Islam dalam hal mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum serta
menyelesaikan masalah dalam pemerintahan. Dalam islam sendiri tujuan partai

bukan hanya untuk meraih suara pemilu atau meraih kepentingan sendiri,

%81bid, him.20.

% Sofyan  Siroj,“Pendidikan  Politik Dalam Islam”, diakses  melalui
https://www.slideshare.net/mobile/sofyansiroj/pendidikan-politik-dalam-islam pada 25 Agustus
2020, pukul 20.00.



https://www.slideshare.net/mobile/sofyansiroj/pendidikan-politik-dalam-islam%20pada%2025%20Agustus%202020
https://www.slideshare.net/mobile/sofyansiroj/pendidikan-politik-dalam-islam%20pada%2025%20Agustus%202020
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melainkan partai yang bertujuan untuk berjuang merubah sistem pemerintahan
melalaui pendidikan partai politik bagi kader-kader baru guna mengembangkan
syraiat Islam.

2. Prinsip-Prinsip Partai Politik Dalam Islam

Didalam kajian politik Islam, pembahasan mengenai permasalahan-
permasalahan perundang-undangan, pemilihan kepala negara, hubungan timbal
balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang

wajib dilindungi merupakan kajian figh siyasah.

Dalam politik Islam, apabila dalah hal mendirikan dan menjalankan
partai politik dilatar belakangi dengan prinsip-prinsip, yaitu:"

a. Prinsip perdamaian

Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan rahmatan lil alamin,
karena itu dalam alquran mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan
perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain, sebagaimana firman Allah

dalam Alquran surat al-Anfal ayat 61.

d
Foc °@_

H«’J “ }ﬂj‘iL‘}U >/,.//o/a S - )

Dan jika mereka condong kepada perdamain, maka condonglah kepadanya dan
bertawakkallah kepada Allah, sesunggunya dia maha mendengar lagi maha
maha mengetahui.

b. Prinsip musyawarah

Musyawarah ditegaskan secara tegas dalam al-Quran di tiga ayat, di

antaranya surah Asy Syuara ayat 38.

Osads r-é*’)) G ; i (gss r-‘*/") Slallnsablad gt il

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan
mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

"Moh. Sofyan Ismail, Analisis Figh Siyasah Terhadap Partai Politik Lokal di Nanggroe
Aceh Darusalam, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6 No. 2, 2016, him. 363.
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antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan pada
mereka
Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa musyawarah memiliki peranan

penting dalam mengambil suatu keputusan terkait masalah umat beriman.
Musyawarah yang dimaknai sebagai mengambil putusan bersama oleh anggota
dalam menyelesaiakan suatu masalah.

c. Prinsip persaudaraan dan persatuan

Prinsip ini merupakan prinsip yang memaknai umat beriman dengan
saling bersaudara. Dengan begitu sesama muslim untuk saling menjaga sikap
serta berpegang teguh pada agama dan melarang terjadinya perpecahan. Seperti
pada ayat al Quran surat al Hujarat ayat 10.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab, itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah,
supaya kamu mendapatkan rahmat.

d. Prinsip keadilan

Keadilan ialah prinsip keseimbangan dalam masyarakat, apabila keadilan
dapat ditegakkan maka tatanan kehidupan akan seimbang dan terpelihara.
Apabila sebaliknya keadilan tidak dapat di tegakkan maka tatatanan kehidupan
pun tidak dapat ditegakkan dengan baik. Seperti dalam firman Allah Q.S. An-
Nisa 98.

T djj*@JYjMW} & :i\;jj;{jga:f;ué‘\’j JEAT i Giniaind] A \?\

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak
yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)

e. Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar

Islam juga mengajarkan agar umatnya tetap saling tegur menegur atau

menasehati atas kekuasaan agar kebaikan dapat selalu terpelihara dalam
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kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran
104.

il s s
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut memerintahkan agar kita
senantiasa berbuat kebajikan dan mengajak berbuat yang baik dan mencegah
berbuat yang buruk.
3. Pendidikan Politik Dalam Islam

Keterkaitan antara pendidikan dengan politik pada dunia Islam sangatlah
terlihat jelas. Banyak sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan keseriusan
para ulama dan umara dalam memprioritaskan persoalan pendidikan dalam
langkah untuk memperkuat posisi sosial politik para kelompok dan pengikutnya.
Dalam kajian merumuskan bahwasanya dalam sejarah perkembangan Islam,
lembaga politik juga kerap menghiasi perkembangan pendidikan. Dengan
adanya masjid-masjid dan juga madrasah-madrasah yang memainkan perannya
dalam menguatkan kekuasaan politik kepada para penguasa dapat dirasakan
sejak masa sejarah peradaban Islam. Kegiatan pada masa itu yang penguasa
lakukan terkait pendidikan bukan hanya sebatas dukungan moral melainkan
juga dibantu dalam bidang administrasi, keuangan, dan terkait kurikulum.”

Sebagaimana telah dilakukan pemahaman pendidikan dalam Islam di
tandai dengan terbentuk lembaga pendidikan yang menjadi salah satu pondasi
munculnya politik. Masjid— Masjid dan Madrasah—Madrasah menjadi peranan
penting dalam mengokohkan kekuasaan politik bagi para penguasa yang dapat
kita ketahui berdasarkan sejarah. Dengan begitu pendidikan politik dalam

konteks pendidikan Islam, aspek politik selalu membumbui terhadap perjalanan

ISirozi, Politik Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), him. 1-2.
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sejarah. Menurut sejarah Islam, keterkaitan pendidikan dengan politik dapat
dilihat mulai dari masa-masa pertumbuhan yang paling berkembang dalam
lembaga-lembaga pendidikan Islam. "

Namun jika dilihat praktek di lapangan pendidikan dan pembelajaran
masih kurang optimal dikarenakan masih adanya rasa untuk lebih menekankan
sisi keselamatan untuk masing-masing individu dan kepada kelompoknya
sendiri. Dengan kata lain keselamatan individu seseorang menjadi poin utama
yang diperhatikan dari pada keselamatan sosial. Sehingga dapat menimbulkan
sifat tidak adanya toleransi dan dapat memiliki sifat negatif terhadap pendapat
orang lain. Dengan begitu nilai yang harus menjadi sebuah fokus utama dalam
pendidikan politik islam antara lain berupa penanaman kesadaran kepada
masyarakat akan keragaman, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan nilai-nilai
demokrasi. Adanya nilai-nilai demokrasi mampu menciptakan gagasan baik
kepada dunia pendidikan politik dan juga pendidikan Islam.”

Pendidikan politik pertama kali muncul ditandai dengan dibentuknya
madrasah Nizhamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizham Al-Mulk seorang
penguasa politik yang dikenal sebagai sebuah prototype madrasah ideal pada
saat awal munculnya lembaga formal di dunia Islam.”*Bukan hanya itu
berdirinya madrasah Nizhamiyah memiliki tujuan lain untuk menghasilkan
birokrat-birokrat yang akan menduduki jabatan kenegaraan, atau paling tidak
dengan adanya lembaga tersebut dapat membuat warga negara memahami akan
nilai-nilai politik yang di anut oleh pemerintah.”

Keberhasilan politik dalam Islam memiliki peran penting yang hampir

sama dengan pendidikan. Jika tidak ada dukungan politik, syariat Islam sulit

"Ibid, hlm. 2

"*Ulfa Masamah, Mualimul Huda, “ Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, dan Dialog
Antar Umat Beragama di Indonesia” Fikrah : Jurnal 1lmu Agama dan Studi Keagamaan, Vol. 4,
No. 1, 2016, him.10.

"Kharisul Wathoni, “ Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Kajian Politik Pendidikan
Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, 2013, him 4

"*Sirozi, Politik Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), him. 2.
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untuk bisa ditegakkan. Memiliki kekuasaan adalah hal yang sangat berharga
sebagai sarana untuk mempertahankan syiar Islam. ® Bukan hanya terkait faktor
religius bahwa agama Islam sangat menghargai kegiatan pendidikan, melainkan
peran para pemimpin Islam terkait masalah pendidikan yang didukung oleh
lembaga-lembaga pendidikan dalam memberikan misi-misi politik. Sarana
pendidikan selalu menjadi tempat dan media dalam menyampaikan atau
menanamkan ideologi negara atau dalam mempertahankan kerangka politik.
Selain itu, pendidikan juga diperuntukan untuk membangun sistem madrasah
yang baik dan berprestasi serta membentuk calon-calon Ulama dan birokrat yang

mempunyai wawasan.’’

"Ibid. him.3.
Linda Indiyarti Putri, “Madrasah From Early Time To Nizhamiyah ( sejarah sosial dan
kelembagaan pendidikan Islam)”, Jurnal progress, Vol. 6, No. 1, 2018, him. 37.



KEWAJIBAN PARTAI POLITEI)ﬁBLgIKAL DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK
A. Latar Belakang Partai Aceh dan Partai Naggroe Aceh
1. Partai Nanggroe Aceh
a. Sejarah Partai Nanggroe Aceh

Partai Nanggroe Aceh atau biasa disebut dengan PNA merupakan salah
satu partai lokal yang ada di Provinsi Aceh. Partai Nanggroe Aceh didirikan di
Banda Aceh pada hari Minggu, Tanggal 4 Desember 2011 yang bertepatan
dengan Tanggal 9 Muharram 1433 H. MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005
menjadi suatu landasan transformasi perjuangan bagi rakyat Aceh dari gerakan
bersenjata yang merebut kemerdekaan teritorial menjadi perjuangan politik guna
mewujudkan Aceh yang bersenjata dan juga bermartabat serta mendorong
terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis. Dengan ada kesepakatan
perdamaian terlahir pula partai-partai politik lokal sebagai wujud atas
perjuangan Rakyat Aceh dalam sistem politik di Indonesia.’

Adanya peluang yang dapat melahirkan partai politik lokal di Aceh
menjadi sebuah wadah dalam membangun politik di Aceh. Serta dapat
memperjuangkan aspirasi rakyat demi mencapai tatanan masyarakat demokratis
dan sejahtera. Negara yang demokratis merupakan negara yang dapat
mewujudkan  pemerintahan yang melayani, transparan, bebas korupsi,
menghormati HAM, penegakan hukum dan budaya yang dapat sesuai dengan
nilai-nilai keislaman. Dengan tercapainya kesejahteraan bagi rakyat itu
merupakan suatu hal yang sangat bermatabat bagi rakyat serta terwujudnya
keadilan sosial, pemerataan pembagunan, kesejahteraan’® ekonomi dan
pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab. Konflik terus
berkelanjutan dan mewujudkan cita-cita sangatlah memerlukan tekad yang kuat

dan kerja keras yang kuat. Beberapa butir MoU telah disetujui di Helsinki

"®Sumber Dokumen Partai Nanggroe Aceh
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namun juga belum sepenuhkan di laksanakan. Kondisi birokrasi yang berbelit-
belit, tidak transparan dan dipenuhi dengan unsur korupsi sehingga dapat
menimbulkan pembangunan menjadi terhambat. Mullti interpretasi terhadap
regulasi baik antara pemerintahan Aceh dengan pusat maupun antara
pemeritahan Aceh dengan Kabupaten/Kota ditambah lagi dengan kebijakan
anggaran yang kurang berpihak kepada rakyat telah menempatkan masyarakat
dalam lingkaran kemiskinan.®

Bukan hanya itu masalah ini juga bertambah dengan lemahnya legislatif
baik di tingkat Aceh maupun di Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsinya
di bidang pengawasan, legislasi dan penganggaran. Penempatan kader-kader
untuk duduk di parlemen yang salah oleh partai politik merupakan penyebab lain
nya. Hal ini merupakan sistem kepartaian yang dibentuk tidak sehat dan tidak
demokratis serta mengandung unsur kolusi, korupsi, nepotisme, dan
premanisme.

Seperti masalah dan kondisi di atas telah membuat harapan rakyat dalam
memperoleh kesejahteraan dan keadilan menjauh. Oleh karena itu Partai
Nanggroe Aceh (PNA)dibentuk dan berharap dapat menjawab tantangan dengan
masalah tersebut. Partai Nanggroe Aceh ialah partai kader yang berbasis massa
yang dibentuk oleh Irwandi Yusuf di Aceh. Partai Nanggroe Aceh merupakan
partai lokal Aceh yang memiliki wawasan nasional, mandiri, terbuka, amanah,
dan juga demokratis.

Terbentuknya Partai Nanggroe Aceh dapat menjadi wadah bagi seluruh
rakyat Aceh, bertekad guna sebagai perubahan yang fundamental dalam upaya
untuk mewujudkan sistem politik yang sehat dan demokratis serta tercapainya
kesejahteraan rakyat yang berkualitas. Komitmen yang didirikan oleh Partai
Nanggroe Aceh ialah melibatkan semua elemen masyarakat Aceh dimanapun
kedudukannya guna membangun kekuatan politik yang amanah, mandiri,

transparan dan demokratis. Partai Nanggroe Aceh juga akan berkerja dengan

89Sumber Dokumen Partai Nanggroe Aceh
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mengendepankan prinsip dan nilai-nilai  kemanusiaan, kesetiakawanan,
kesetaraan, kerakyatan dan kebebasan yang mengacu pada nilai-nilai Islam dan
jati diri keacehan. &

b. Lambang Partai Nanggroe Aceh

Partai Nanggroe Aceh berlambangankan sebuah bintang putih besar yang
dilingkari oleh dua untaian padi di sisi kiri dan kanan dan masing-masing
untaian terdiri dari 17 butir. Lambang bintang besar yang bewarna putih
memiliki arti sebagai cita-cita yang tinggi. Sedangkan 17 butir pada pada
masing-masing untaian teritorial sejarah Aceh memiliki arti kemakmuran dan
kesejahteraan. Bintang Besar melambangkan sebuah tumpuan harapan bagi
rakyat Aceh gara dapat menerangi rakyat Aceh. warna oren pada lambang Partai
Aceh dipilih karena memiliki makna sebagali kejayaan, keagungan,
kebersamaan, dan kekuatan. Serta lima bintang kecil di atasnya memiliki makna
sebagai lima rukun Islam.®

c. Visi Misi Partali

a) Visi Partai Nanggroe Aceh
1) Terwujudnya Aceh yang damai, sejahtera,adil dan bermartabat
berlandaskan nilai-nilai keislaman.
b) Misi Partai Nanggroe Aceh

1) Menjalankan partai secara demokratis dan modern berdasarkan nilai-

nilai, norma, hukum, dan moral serta menempatkan diri sebagai

kiblat dari konsep perubahan kehidupan rakyat Aceh yang lebih baik.

81Sumber Dokumen Partai Nanggroe Aceh
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Memperjuangkan partisipasi seluruh potensi rakyat Aceh dalam
menciptakan pemerintahan yang demokratis, amanah, efektif, efisien,
melanyani dan berwibawa yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan
dan berwawasan lingkungan.

Memperjuangkan pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA agar
berjalan sempurna sehingga menjamin adanya kewenangan Aceh
dalam semua sektor publik.

Memperjuangkan pembangunan ekonomi dengan membangun dan
melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang
menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja
serta memberikan kemudahan akses modal dan pasar.
Memperjuangkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang
berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat Aceh melalui peningkatan
produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kelautan.

Memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Aceh
melalui perwujudan jaminan sosial yang berkualitas dan menyeluruh
untuk membebaskan dari ketakutan terhadap masa depan. Secara
khusus, PNA akan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan,
minoritas, perempuan, dan anak.

Membangun rakyat Aceh yang berkualitas dan berdaya saing
ditingkat Nasional, Regional dan Internasional melalui peningkatan
mutu pendidikan secara merata baik pada pendidikan akademik,
pendidikan dayah dan pendidikan umum.

Memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman

dan budaya ke-Aceh-an dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad
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ahlusunnah wal jamaah yang bersumber hukum mahzhab syafi’ah
dengan tetap menghormati mazhab yang lain.®

2. Partai Aceh

a. Sejarah Partai Aceh

Terbentuknya Partai Aceh diakibatkan adanya konflik antara Indonesia
dengan Aceh sejak tahun 1976. Melalui penyelesaian Memorandum Of
Understanding ( MoU ) Helsinki tahun 2005 sehingga lahirlah partai lokal di
Aceh. Sebagai menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat
membangun masa depan Aceh dan juga dapat mengukuhkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan melalui proses Demokrasi dengan partai politik lokal
berdasarkan perjanjian Memorandum Of Understanding ( MoU ) Helsinki.
Dengan begitu pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) Malik
Mahmud membentuk partai politik lokal atau di kenal dengan Partai Aceh yang
terbentuk pada tanggal 4 Juni 2007 pada hari senin di Banda Aceh.*

Partai Aceh melakukan kampanye dengan lebih mengutamakan terkait
implementasi MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh tidak ada yang
mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dengan itu Partai Aceh memiliki
komitmen untuk membangun dan membentuk Aceh secara khusus dan
membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan
seluruh Tanah Air.

Partai Aceh memiliki doktrin “ Udep Beusare Matee Beusadjan, Sikrek
Gaphan Saboh Keureunda”. Doktrin tersebut memiliki makna kesatuan
pemikiran dan paham terkait warisan indatu yang mencerminkan kuatnya ikatan
kebersamaan dalam masyarakat Aceh. Serta Partai Aceh juga memiliki Bai’at
yang berupa penegasan kebulatan tekad sebagai penghayatan doktrin untuk

mewujudkan tujuan Partai Aceh.®
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b. Lambang Partai Aceh

T
A
s ACEH
I\
H

Partai Aceh memiliki lambang berupa tulisan ACEH berwarna putih
yang di diapit garis putih hitam putih di bagian atas dan bawah dengan latar
belakang merah dan tulisan PARTAI di sebelah kiri. Warna merah pada
lambang melambangkan jiwa kepahlawanan, warna putih bermakna perjuangan
yang suci dan garis hitam bermakna duka cita pengorbanan rakyat Aceh.

c. Visi Misi Partai

1) Visi Partai Aceh

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai
aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota
Kesepakatan ( MoU ) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tangga 15
Agustus 2005 antara pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka.

2) Misi Partai Aceh

Mentransformasikan dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat
Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan
transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa
Indonesia.®’

Partai Aceh ialah partai lokal daerah Aceh yang mendapatkan
kesempatan untuk terjun ke dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia pada
tahun 2009. Dengan adanya Partai Aceh dapat mewujudkan aspirasi masyarakat

8y ugha E, Profil Partai Politik Peserta Pemilu, (Erlangga, 2014), him. 403.
8"Sumber Dokumen Partai Aceh
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Aceh untuk memperoleh sistem politik yang lebih baik dan membentuk negara
yang demokrasi. Partai Aceh ini memiliki azas yaitu Islam, Pancasila, dan
Undang-Undang Dasar 1945, serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Selain itu
Partai Aceh memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi
menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan negara, serta
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan
berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan,
hukum dan hak asasi manusia. Partai Aceh memiliki sifat terbuka dan
idenpenden selain itu, Partai Aceh berfungsi sebagai alat pemersatu perjuangan

politik rakyat Aceh.

B. Bentuk Pendidikan Politik Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh
1. Partai Nanggroe Aceh
Dalam sistem organisasi kepartaian partai Nanggroe Aceh yang menjadi
poin utama yaitu adanya perekrutan calon anggota partai atau kader partai.
Sebelum adanya perekrutan anggota partai yang pertama sekali harus adanya
simpatisan partai, dimana simpatisan merupakan masyarakat yang memiliki
keinginan untuk masuk atau bergabung di Partai Nanggroe Aceh. Kedua,
simpatisan yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota partai.
Maka dari itu calon kader wajib untuk mengikuti beberapa tahap pengkaderan
ini. Pada tahapan pengkaderan ini para calon kader Partai Nanggroe Aceh wajib
mengikuti aturan yang dimiliki oleh partai. Adapun tahapan-tahapan
pengkaderan yaitu :%
1) Melakukan sosialisasi dan perkenalan partai ditingkat simpatisan
partai. Ketika masyarakat simpati akan partai Nanggroe Aceh maka
Partai Nanggroe Aceh akan mensosialisasikan visi misi, program
kepartaian serta mengenai tujuan dari partai itu sendiri. Namun

terkadang partai tidak melakukan sosialisasi secara khusus, Tetapi

®Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh ),
tanggal 16 Juli 2020
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pihak partai akan sebisa mungkin setiap tahunnya melakukan
sosialisasi. Partai akan menyampaikan visi dan misi Partai Nanggroe
Aceh kepada publik sebagai bahan dalam menyiapkan perekrutan
kader nantinya pada golongan simpatisan®.

2) Pada tingkat ini merupakan tingkat dimana para anggota partai atau
kader akan didalami lagi terkait hal-hal mengenai Partai Nanggroe
Aceh. Seperti tentang tujuan Partai Nanggroe Aceh, tentang tata cara
melakukan dan mempersiapkan perekrutan, apa tujuan calon kader
ingin masuk ke dalam partai dan sebagainya. Kemudian ketika calon
kader ingin menjadi partisipan politik bukan berarti calon kader
tersebut akan dicalonkan menjadi aktor politik di Partai Nanggroe
Aceh. Tetapi jika ada anggota partai atau kader partai yang
berkeinginan untuk menjadi calon legislatif atau menjadi kepala
daerah ada beberapa tahapan yang harus kader lakukan. Setiap
anggota atau kader partai yang ingin masuk ke dalam dunia politik
praktis yang pada dasarnya berkeinginan menjadi calon legislatif atau
menjadi kepada daerah harus mengikuti pendidikan terkait dengan
hal-hal pemerintahan pada tingkat berikutnya.

Seperti pemahaman bagaimana memimpin pemerintahan
dengan baik, bertanggung jawab, serta paham terkait tata kelola
pemerintahan. Kemudian setelah para kader diberikan pemahaman
tersebut nantinya para kader akan diuji. Setelah mereka diuji akan
dilihat apakah anggota atau kader partai layak untuk mencalonkan
diri sebagai calon legislatif atau kepada daerah. Jika telah diuji dan
hasilnya layak maka dia bisa mencalonkan diri untuk menjadi
anggota legislatif atau menjadi kepala daerah. Selepas itu semua
nantinya calon legislatif dia akan dibahani terkait fungsi-fungsi

% Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh ),
tanggal 16 Juli 2020
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legislatif terkait menjadi anggota dewan, mengenai tata kelola
pemerintahan, legislatif, pengawasan keuangan, budgeting, dalam
pembuatan Qanun dan juga mengenai aturan pemerintahan.

3) Tingkat terakhir ini merupakan hal yang penting bagi anggota atau
kader partai. Tingkat ketiga ini sebagai tingkat akhir yang mana pada
tingkat ini kader partai yang telah terpilih menjadi anggota sah dari
Partai Nanggroe Aceh maka hal yang paling penting untuk dilakukan
adalah setia dan taat kepada partai. Serta taat dan setia juga pada
negara sebagai pelindung terhadap keberlangsungan Partai Politik.*

Pada Partai Nanggroe Aceh jika menerima calon kader untuk bergabung
ke dalam partai secara mutlak maka syarat utama calon harus sudah
menyelesaikan 3 tahapan pendidikan di atas dan kemudian dia akan mendapat
kartu tanda terima menjadi anggota partai. Terlepas dengan pemahaman
pengkaderan di atas, dalam Partai Nanggroe Aceh juga memberikan bentuk
pendidikan politik berupa pertemuan dengan para anggota kader. Pertemuan itu
akan dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Dimana pada pertemuan pertama
melakukan perkenalan dengan pihak partai. Pada hari kedua dan ketiga akan
diberi pembahasan mengenai pendidikan politik. Biasanya pihak partai juga
akan mendatangkan tokoh politik Nasional sebagai pemberi materi.

Dalam Partai Nanggroe Aceh memiliki bentuk kaderisasi yang
berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan juga Undang-
Undang Partai Politik. Adapun kewajiban partai yang lainnya berupa sebuah
wadah atau sarana bagi masyarakat untuk berperan secara politik yang nantinya
akan mengikuti pendidikan politik.**Dalam Partai Nanggroe Aceh juga
memberikan pemahaman pendidikan politik yang memiliki kaitan dengan

keacehan yang berupa pemahaman perdamaian dan syariat keislaman. Terkait

%*Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh ),
tanggal 16 Juli 2020
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dengan ideologi keacehan Partai Nanggroe Aceh memberikan pemahaman
dalam prespektif hak dan kewajiban Aceh dalam menjaga keutuhan negara. %

Pemberian materi pendidikan politik di Partai Nanggroe Aceh berupa
pemahaman terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Negara
Demokrasi. Seperti pada pasal 78 pada UUPA ada tujuan umum dari partai
politik lokal yang dijamin oleh UU secara Nasional di Aceh. kemudian
kewajiban-kewajiban partai politik dalam hal menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bahwasanya keberadaan partai itu menjadi wadah
yang dapat mensejahterakan rakyat, membuat iklim politik yang kondusif dan
juga tentunya untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jadi, tidak dibenarkan jika ada yang ingin “membebaskan Aceh” hal
ini tidak bisa terjadi karena bertentangan dengan Undang-Undang dan sebagai
partai politik lokal di Aceh yang sifatnya lokal tentu ada nilai-nilai tambah sosial
kultural kemasyarakatan yang dianut oleh partai lokal itu sendiri. %

Memberikan materi pendidikan politik tidak hanya di lakukan pada
anggota atau kader partai yang berada di pusat saja tetapi penyampaian materi
pendidikan politik juga diberikan kepada kader Partai Nanggroe Aceh yang ada
di berbagai wilayah dan kota tidak hanya di pusat saja. Misalnya kader partai
yang ada di Aceh Timur juga akan melaksanakan pendidikan politik yang
nantinya pihak DPP akan mengirimkan materi dan mereka mempersiapkan
tempat untuk acara penyampaian materi pendidikan politik yang dilakukan oleh
DPP di pusat. Dari pemberian materi tersebut dapat membentuk karakter kader
partai yang bertanggung jawab dengan partai sendiri dan juga dapat

mengedukasi terkait dengan dunia politik yang baik dan benar sehingga kader

%2 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA secara online( Ketua 3 Partai
Nanggroe Aceh ), tanggal 15 September 2020
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yang ingin menjadi anggota legislatif lebih siap dan juga mampu untuk masuk
ke dalam dunia politik.**

Beberapa kegiatan mengenai perekrutan anggota Partai Nanggroe Aceh
telah dilakukan dengan teratur, pihak Partai akan menseleksikan terlebih dahulu
anggota yang ingin bergabung ke dalam Partai Nanggroe Aceh yang mana nanti
akan diajarkan apa saja yang menjadi dasar pelatihan yang ada di Partai Aceh.
Terutama pembelajaran terkait ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
Akan diajarkan untuk menjadi sosok pemimpin yang baik sehingga tidak
memalukan partai selaku wadah yang mengirimkan ke dunia politik.
Dikarenakan pemahaman dasar yang diberikan di partai itu adalah hal yang
paling penting untuk membentuk karakter insan manusia. Agar dapat
menyalurkan dengan baik aspirasi masyarakat untuk lebih baik kedepannya.

2. Partai Aceh

Dalam Partai Aceh menjadi salah satu anggota partai atau kader partai
harus melalui tahap perekrutan terlebih dahulu. Perekrutan anggota partai atau
kader partai dalam Partai Aceh sama seperti pada Partai-Partai Nasional lainnya.
Artinya ada golongan dalam menjadi anggota partai atau kader partai yaitu
golongan anggota biasa,anggota kehormatan, dan juga anggota muda. Dengan
adanya anggota atau kader partai yang ingin bergabung dalam Partai Aceh
dinilai sebagai awal yang baik. Dikarenakan dengan adanya anggota yang ingin
bergabung sehingga terciptannya calon-calon kader baru serta muncul anak-anak
muda yang ingin berpartisipasi dengan Partai Aceh.”

Kategori anggota biasa ialah rakyat Aceh atau orang Aceh yang sudah
berusia 17 tahun atau sudah menikah dan tidak menjadi anggota di partai lain.
Selanjutnya anggota kehormatan yaitu anggota partai yang diangkat oleh dewan

pimpinan Partai Aceh. Serta anggota muda adalah rakyat Aceh yang sudah

**Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh ),
tanggal 16 Juli 2020
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berjasa atau telah aktif dalam partai tetapi belum mendapatkan pengesahan
menjadi anggota biasa. Itu 3 kategori anggota dalam Partai Aceh.

Setelah anggota atau kader partai terpilih dan bergabung ke dalam Partai
Aceh langkah selanjutnya yaitu pemberian pendidikan politik dalam bentuk
training selama 2-5 hari kepada anggota atau kader partai yang baru bergabung.
Pada hari pertama mereka mulai dengan perkenalan dulu baik mengenai partai
dan juga dengan para kader Partai Aceh. Selama training para anggota atau
kader partai akan dijelaskan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan partai, visi
misi partai, pemahaman dalam partai, pemahaman mengenai pendidikan politik,
serta hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam partai.

Partai Aceh juga menjelaskan point penting yang harus dilakukan atau
diketahui oleh anggota atau kader partai terkait mengenai sejarah perjuangan
Aceh dan juga sejarah perjuangan partai. Hal itu merupakan hal yang penting
yang harus diketaui oleh anggota atau kader Partai Aceh. Bagaimana sepak
terjang perjuangan Partai Aceh ibarat dulu berjuang dengan ujung tombak
senjata tetapi sekarang berjuang dengan keinginan otak.”

Materi Pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh merupakan
tingkat dasar seperti pemahaman mengenai Pancasila, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Demokrasi, serta pemahaman terkait sejarah perjuangan
Partai Aceh. pemahaman tersebut dilakukan pada saat masa training hal tersebut
merupakan bagian kecil yang dilakukan dikarenakan partai ini adalah partai
lokal yang merupakan hasil dari perdamaian sehingga terciptalah Partai Aceh.
%jadi, pemahaman partai tidak serta merta terkait permasalah yang di atur dalam
Undang-Undang tetapi juga memiliki ideologi yang kuat untuk membangun

pondasi perjuangan.

%Hasil Wawancara Dengan Bapak Adnan Beuransyah ( Ketua Dapartemen Pendidikan
dan Pelatihan Partai Aceh ), tanggal 28 Juli 2020
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Sehingga kita akan selalu ingat akan perjuangan lahirnya partai yang
mana dulu banyaknya korban jiwa akibat konflik jadi, untuk memberhentikan
konflik tersebut kita akan latihan terus sehingga dengan lahirnya Partai Aceh ini
dapat mewujudkan keinginan masyarakat. Terhadap pembahasan pendidikan
politik yang memiliki unsur keacehan Partai Aceh memberikan pemahaman
tentang ideologi perjuangan serta pemahaman kedudukan aceh pada masa lalu
yang berupa menceritakan tentang sejarah wilayah Aceh dan juga perjuangan
rakyat Aceh.**Dalam menjalankan semua materi kepartaian Partai Aceh juga
berpedoman pada UUPA NO. 11 tahun 2006 Undang-Undang yang khusus
mengatur tentang Aceh. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari
peraturan yang telah berlaku.

Pendidikan politik nantinya akan disampaikan oleh orang yang memiliki
kemampuan di bidang tersebut atau orang yang ahli dalam menyampaikan

pemahaman pendidikan politik bagi Partai Aceh. Dalam Partai Aceh
pemberian pemahaman terkait kepemimpinan (leader ship) juga sama
pentingnya dengan pemahaman pendidikan politik yang diberikan. Namun
pemahaman terkait kepemimpinan ini lebih kepada anggota yang level lebih
tinggi. Pada tingkat inilah diajarkan mengenai kepemimpinan, cara mengambil
kesimpulan, mengenai pengetahuan tentang hukum internasional. Calon yang
ingin mencalonkan diri sebagai salah satu anggota legislatif akan dipilih orang-
orang yang dikenal oleh masyarakat luas dan juga telah memiliki kemampuan di
bidang kepemimpinan, terkait fungsi anggota dewan serta pemahaman
pemerintahan lainnya.

Pada sistem perekrutan anggota Partai Aceh telah dijalankan sesuai
dengan apa yang tertera pada anggran rumah tangga Partai Aceh. Partai Aceh
mengelompokkan anggota partai dengan 3 kategori yang berbeda namun tetap
memiliki kedudukan yang sama sebagai bagian dari Partai Aceh. Hanya saja

% Hasil Wawancara Dengan Bapak Adnan Beuransyah secara Online ( Ketua
Dapartemen Pendidikan dan Pelatihan Partai Aceh ), tanggal 15 september 2020
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kewajiban anggota partai yang berbeda-beda sesuai dengan kategori tersebut.
Dengan begitu sistem yang diterapkan lebih teratur sehingga tidak terjadi
penumpukan pekerjaan, karena telah diatur sesuai dengan porsinya masing-

masing.

C. Pendidikan Politik Partai Nanggroe Aceh Dan Partai Aceh Ditinjau
Dari UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Pendidikan politik merupakan hal yang mendasar bagi kader partai untuk
diketahui dan pendidikan politik ini dapat menjadikan kader atau anggota partai
dapat menjalankan pemerintahan yang baik serta memahami politik itu dengan
sebaik mungkin. Dengan adanya pendidikan politik ini dapat menjadikan calon
pemerintahan sebagai wakil rakyat yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan
dapat menjadi pelindung bagi rakyat.

Seperti yang telah Partai Nanggroe Aceh berikan kepada para kader
partai yang telah terpilih untuk bergabung ke dalam partai. Partai akan
memberikan pemahaman pendidikan politik kepada kader partai. Pendidikan
politik pada Partai Nanggroe Aceh diberikan pemahaman yang meliputi :
Pemahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Negara
Demokrasi, Terkait hak dan kewajiban sebagai kader partai dan juga sebagai
warga negara Indonesia, Mengenai sistem perekrutan,Apa saja hal yang bisa
dilakukan dan tidak dilakukan dalam partai. Serta juga di berikan pemahaman
mengenai sejarah terbentuknya partai Nanggroe Aceh®

Selain materi di atas Partai Nanggroe Aceh juga melakukan pemberian
pemahaman mengenai materi pendidikan politik yang berupa pemahaman untuk
dapat menjadi sosok pemerintahan yang baik serta menjalankan tata kelola
pemerintahan yang berkembang. Setiap kader yang ingin masuk ke dunia politik

pada Partai Nanggroe Aceh akan diberi pemahaman tentang bagaimana

%Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh ),
tanggal 16 Juli 2020
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mengawasi keuangan, dalam pembuatan Qanun serta aturan pemerintahan
lainnya.'®

Maka dari pembahasan di atas pemberian pendidikan politik yang
dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh sejauh ini telah sesuai atau terpenuhi
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan juga
Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006.

Dalam Partai Aceh bentuk pendidikan partai politik yang dilakukan juga
sama dengan apa yang diberikan oleh Partai Nanggroe Aceh terkait pemaham
tentang Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Negara yang
Demokrasi. Serta mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dapat
membangun etika yang baik dan juga adanya pengkaderan yang berjenjang.
Namun dalam Partai Aceh ini juga menekannya pemahaman tentang bagaimana
sejarah perjuangan Partai Aceh di bentuk serta pemahaman terkait Aceh lainnya.

Dengan begitu Partai Aceh memiliki keinginan mewujudkan kehidupan
masyarakat Aceh yang tenang dan juga damai dengan terbentuknya Partai Aceh
ini melalui perjanjian MoU Helsinki.'®*

Dalam Partai Aceh juga menceritakan terkait latar belakang Aceh dan
juga dalam hal menjalankan syariat yang memiliki kewajiban. Walaupun tidak
tertulis dalam peraturan tapi tetap akan dijalankan karena Partai Aceh
menghormati syariat Islam. Seperti hal nya dulu ada dirayakan maulid Nabi,
penyantunan anak yatim. Hal itu semua juga dijalankan oleh Partai Aceh dalam
menjalankan syariat Islam. Kemudian Partai Aceh juga akan melakukan
kunjungan apabila ada yang meninggal hal itu merupakan kewajiban bagi

anggota partai yang diajarkan untuk wajib menziarahi karena itu juga merupakan

100 asil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh ),
tanggal 16 Juli 2020

10 Hasil Wawancara Dengan Bapak Adnan Beuransyah ( Ketua Dapartemen Pendidikan
dan Pelatihan Partai Aceh ), tanggal 28 Juli 2020
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anjuran dari Rasulullah SAW. Dalam hal politik kami juga memahamai cara
pembuatan Qanun dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan.?

Beberapa pemahaman yang diberikan oleh Partai Aceh telah sesuai
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Serta
diajarkan bagaimana menjadi kader partai yang paham dengan dunia politik dan
juga tidak menentang aturan yang telah di bentuk pada Undang-Undang partai
politik maupun Undang-Undang pemeritahan Aceh mengenai partai politik.

Dimana pembahasan yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh dan
Partai Aceh sesuai pada Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
yang menyebutkan: beberapa bentuk materi kegiatannya pada pasal 34 ayat 3b
dan pasal 1 ayat 4 yang meliputi:

a. pendalaman terkait empat pilar kebangsaan dan bernegara yang berupa
pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal lka Dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam
membangun etika dan budaya politik

c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
Dalam Partai Nanggroe Aceh sendiri melakukan kaderisasi adalah yang
wajib untuk dilakukan.

Pasal 1 ayat 4 yang mana “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara
dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Sehingga pendidikan politik ini tidak hanya diperuntukan bagi anggota
atau kader partai saja tetapi sebagai warga negara yang berbangsa juga harus
mengetahuinya sebagai ilmu dasar Kita dalam menghormati bangsa negara
sendiri.'®

Pemberian pendidikan politik dalam Partai Nanggroe Aceh mereka juga

tidak terlepas dengan aturan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun

102Hasil Wawancara Dengan Bapak Adnan Beuransyah ( Ketua Dapartemen Pendidikan
dan Pelatihan Partai Aceh ), tanggal 28 Juli 2020

193 asil Wawancara Dengan Bapak Muhammad MTA ( Ketua 3 Partai Nanggroe Aceh),
tanggal 16 Juli 2020
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2006 terkait asas, tujuan, dan fungsi. Mereka melaksanakan kegiatan
berdasarkan petunjuk Undang-Undang seperti :
Pasal 77

1. Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan
aspirasi, Agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 78

1. Tujuan umum partai politik lokal adalah :
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945
b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia
c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh
2. Tujuan khusus partai politik lokal
a. Meningkatkan partisispasi politik masyarakat Aceh dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan
keistimewaan Aceh
3. Tujuan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diwujudkan secara konstitusional.
Pasal 79

Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana :
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
kesejahteraan rakyat
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat
d. Partisipasi politik rakyat

Penulis sampaikan bahwa, dalam hal pendidikan politik bagi kader,
Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh telah memenuhi pencapaian. Dengan

begitu mereka dapat membentuk kader-kader yang berkompeten serta memiliki

wawasan dan kemampuan untuk di calonkan pada masa pemilu. Perolehan
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lainnya ialah mendapatkan kader yang loyalitias untuk partai sehingga partai

dapat pandang baik oleh masyarakat.

D. Tinjauan Politik Islam Terhadap Pendidikan Politik Bagi Kader Partai
Nanggroe Aceh Dan Partai Aceh

Politik merupakan suatu ilmu pengetahuan terkait ketatanegaraan atau
kenegaraan seperti halnya mengenai “theory of the state. Menjelaskan
bagaimana cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya. Islam
adalah satu-satunya Agama yang suci yaitu Agama Allah yang diturunkan
melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. *** Rasulullah SAW dan kaum
mukminin membangun sistem yang politik di era modern yang mereka jalankan
selama hidup bersama di Madinah. Sehingga sistem politik yang dijalankan
Rasulullah SAW dapat dikatakan sistem politik yang terbaik, dapat dikatakan
dalam waktu yang bersamaan sistem politik tersebut adalah sistem religius. Jika
melihat kepada tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat
sistem itu berdiri.

Maka suatu sistem yang memiliki dua makna sekaligus karena hakikat
Islam yang sempurna dapat merangkul urusan-urusan materi dan rohani, serta
mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupan di dunia maupun
akhirat. Islam di anggap hanya menyakini hubungan dengan sang pencipta saja
tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan materi di kehidupan dunia seperti
halnya mereka menganggap “Agama adalah sutu hal dan Politik adalah hal lain”
namun hal tersebut salah menurut pendapat para orientalis yang diantara nya
oleh Dr. V. Fitzgerald berkata “Islam bukanlah semata-mata mengenai Agama,
namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade
terakhir ada beberapa kalangan umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan
modernis yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan

pemeikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi tersebut

1%%ryad Mohd Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, ( Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya,
1988), him. 1-3.
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saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama
lain "%

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan
manusia, dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah menjadi bahan
pamikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang sejarah. Salah satu
karakteristik Islam sebagai Agama pada awal-awal perkembangannya adalah
kejayaan di bidang politik. Bukan hanya tentang Agama saja, Islam juga
menghimpun masyarakat yang total seperti makna bahwasanya politik tidak
dapat dipisah dengan Agama.

Agama yang sudah menjadi kebutuhan utama manusia yang tidak dapat
dipisahkan dengan kehidupan sosial manusia, selain itu Agama juga bukan
hanya membahas mengenai perayaan keagamaan saja tetapi Agama juga
membahas tentang nilai-nilai yang harus dikaitkan dengan kehidupan sosial dan
dalam ruang lingkup ketatanegaraan, sehingga dapat membentuk nilai-nilai
Agama diterapkan pada sistem kehidupan bernegara.'®

Dengan demikian sistem politik dalam Islam adalah dua hal yang penting
dalam menata suatu pemerintahan atau negara. Adapun ciri-ciri dalam politik
hukum Islam yaitu :

1. Berorientasi kemaslahat individu dan umat

2. Berlandasakan ideologi Agama

3. Memiliki aspek tanggung jawab akhirat

4. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan
maupun perundang-undangan meski tidak teratur secara eksplisit dalam

Alguran dan Hadis

15\ Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2001), him. 4-5.
1% Ahmad Sholikin, “Pemikiran Politik Negara dan Agama”, Jurnal Politik Muda, Vol 2,
No 1, 2012, him. 195.
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5. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat Agama dan
bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.'®’

Sistem politik dalam Islam mengajarkan tentang cara mengurus,
mengatur, mengendalikan, mendidik, membuat keputusan dan juga dapat
memerintah dalam pemerintahan. Sama seperti yang dua Partai lokal yaitu Partai
Nanggroe Aceh dan Partai Aceh yang menjalankan kebijakan-kebijakan dalam
sitem pemerintahan tidak hanya berdasarkan sistem nasional tetapi tetap
berkaitan dengan sisi keagamaan. Apalagi kedua Partai lokal ini terbentuk di
salah satu wilayah yang memiliki sistem pemerintahannya dengan Syariat Islam.
Maka dari itu sejak awal anggota atau kader partai yang ingin bergabung ke
dalam Partai Lokal Aceh mereka juga akan memberi pemahaman sistem politik
secara keislaman.

Dalam Partai Nanggroe Aceh sendiri mereka mengajarkan bagaimana
mengatur pemerintahan yang baik dan teratur sesuai dengan hukum yang ada di
Aceh terkait dengan Syariat Islam dan mereka juga tidak dibenarkan bagi
anggota atau kader partai perempuan tidak menggunakan jilbab baik dalam
mengikuti kegiatan ataupun pada saat mencalonkan diri sebagai anggota atau
kader partai. Begitu pula bagi Partai Aceh yang juga menyelipkan sisi
keagamaan dalam mengatur dunia perpolitikannya. Walaupun tidak disebutkan
dalam Undang-Undang tetapi Partai Aceh tetap menjalankan Syariat Islam
dalam kegiatan apa saja yang dilakukan baik dalam hal sosialisasi maupun
kegiatan politik. Sebab kedua partai ini merupakan partai yang berdiri di daerah
Aceh yang mana daerah yang menganut sistem syariah maka kedua partai lokal
ini juga mengikuti hal tersebut.

Pada pembahasan mengenai pendidikan politik Partai Nanggroe Aceh
dan Partai Aceh penulis menemukan tidak ada di dalam kedua kegiatan partai
ini, pada saat melaksanan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang

Y\utiara Fahmi, “ Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Alquran™,
Jurnal Petita, Vol 2, No 1, 2017, him.50.
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melakukan kegiatan bertentangan dengan Agama melainkan kedua partai lokal
ini selalu menyelipkan sisi syariat atau Agama di setiap kegiatan, aturan ataupun
prinsip yang dilakukan oleh kedua partai lokal ini. Kedua partai lokal ini
merupakan partai lokal Aceh yang berada di wilayah yang menerapkan syariat
Islam maka dari itu partai yang dibentuk di wilayah Aceh harus mengikuti
kultural budaya masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi mengenai syariat

Islam.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah di bahas di atas,

maka kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai

berikut :
1.

Mengenai  bentuk pendidikan politik yang diberikan kepada kader
partai oleh partai lokal Aceh yaitu :

Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh
berupa acara pertemuan yang dilakukan selama 3 hari, yang mana pada
hari pertama melakukan perkenalan dan hari berikutnya pemberian
pemahaman pendidikan politik meliputi terkait pemahaman 4 pilar
berbangsa dan bernegara mengenai Pancasila, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan sebagainya. Bukan hanya itu materi pendidikan
yang diberikan dalam Partai Nanggroe Aceh juga terkait kepemimpinan
dan juga terkait dalam menciptakan iklim politik yang kondusif di
Indonesia terutama di Aceh, kemudian menyerap dan menghimpun
serta mengedukasi masyarakat Aceh. serta pemahaman pendidikan
politik yang berkaitan dengan keacehan Partai Nanggroe Aceh
memberikan pemahaman perdamaian, keislaman, dan juga dalam hal
menjaga keutuhan negara.

Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Aceh beruapa
training selama 2 sampai 5 hari, yang hari pertama meraka melakukan
perkenalan dan hari berikutnya penyampaian materi pendidikan politik
berupa pemahaman mengenai Pancasila, Negara Kesatuan Republik
Indnesia, Negara Demokrasi dan hal-hal terkait sejarah terbentuknya
Partai Aceh dan juga memberi pemahaman yang lebih terkaitan dengan
kepemimpinan bagi calon yang ingin terjun ke dunia politik. Dalam

Partai Aceh juga memberikan pendidikan politik yang merunjuk

59
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kepadaa keacehan yang berupa pemahaman ideologi perjuangan dan
juga mengenai kedudukan aceh pada masa lalu.

2. Mengenai pendidikan politik ditinjau menurut UU No.2 Tahun 2011
tentang Partai Politik diberikan kepada kader partai oleh partai lokal
Aceh yaitu :

a. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh telah
sesuai dengan Undang-undang partai politik No. 2 Tahun 2011 meliputi
terkait pemahaman mengenai Pancasila, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan sebagainya. Bukan hanya itu bentuk pendidikan yang
diberikan dalam Partai Nanggroe Aceh juga terkait kepemimpinan dan
juga yang tertera dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11
tahun 2006 tentang iklim politik yang kondusif di Indonesia terutama di
Aceh, kemudian menyerap, menghimpun serta mengedukasi masyarakat
Aceh.

b. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Aceh sejauh ini telah
sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
berupa pemahaman mengenai Pancasila, Negara Kesatuan Republik
Indnesia, Negara demokrasi dan hal-hal yang memiliki sejarah mengenai
terbentuknya Partai Aceh dan juga memberi pemahaman yang lebih
terkaitan dengan kepemimpinan bagi calon yang ingin terjun ke dunia
politik.

Mengenai pandangan politik Islam terkait pendidikan politik yang
dilakukan oleh kedua partai lokal di Aceh, pada Partai Nanggroe Aceh
mereka telah menjalankan kegiatan pendidikan politik yang sesuai dengan
ciri-ciri politik hukum. Dimana mereka telah melakukan hal-hal yang di
ajarkan dalam Agama serta masih beriringan dengan syariat Islam. Seperti
pada ciri-ciri politik Islam yaitu mengenai berorientasi kemaslahat
individu dan umat, mengenai berlandaskan ideologi agama, memiliki

aspek tanggung jawab akhirat, adanya seni dan kreasi penguasa dalam
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pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak teratur
secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis dan juga mengenai siyasah yang
diinginkan adalah yang bersumber dari syariat Agama dan bukan politik
atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.

Pada Partai Aceh mereka juga telah melakukan kegiatan pendidikan
politik yang sesuai dengan ciri-ciri politik Islam, seperti Berorientasi
kemaslahatan individu dan umat, berlandaskan ideologi Agama, memiliki aspek
tanggung jawab diakhirat dimana setiap apa saja yang dilakukan Partai Aceh
tidak lupa dengan syariat. Partai Aceh juga menjalankan ciri keempat dan kelima
yaitu adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun
perundang-undangan meski tidak teratur secara eksplisit dalam Alguran dan
Hadis. Dimana Partai Aceh melakukan kegiatan selalu berlandaskan dengan
syariat seperti mengenai ajaran Rasulullah SAW apabila ada kerabat meninggal
dunia wajib untuk kita ziarahi atau bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan
juga dalam melaksanakan maulid serta Partai Aceh merupakan partai politik
yang selalu mengikuti syariat Agama bukan sebagai partai yang berdiri

berdasarkan kepentingan individu atau untuk melakukan kezaliman

B. Saran
Adapun saran yang dapat di berikan dalam penulisan skripsi ini
didasarkan pada kondisi penelitian di lapangan.

1.  Apa yang telah dilakukan Oleh Partai Nanggroe Aceh sudah baik, tetapi
mengenai pemberian pemahaman pendidikan politik sebaiknya diberikan
juga kepada masyarakat bukan hanya kepada kader partai. Penyampaian
pendidikan politik bagi masyarakat bisa dilakukan pada saat kampanye,
jadi masyarakat akan lebih selektif dalam menentukan pilihannya karena
mereka telah paham bagaimana politik itu bukan hanya pada saat

kampanye hanya memberi visi misi dan aalsan untuk dipilih saja.
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Bagi Partai Aceh juga saya menyarankan pada saat kampanye,
masyarakat juga diberi pemahaman terkait dengan pendidikan politik
bukan hanya membicarakan visi misi dan juga alasan untuk dipilih. Serta
bagi pihak Partai Aceh untuk lebih cepat menggubris mahasiswa yang
ingin melakukan penelitian.

Bagi seluruh partai politik lokal yang terkhusus ada di Aceh untuk lebih
memaksimalkan dalam hal pemberian pendidikan politik bagi kader dan
juga masyarakat. Serta untuk lebih peduli dan tangkas dalam halm
mahasiswa melakukan penelitian juga juga dalam memperoleh data-data.
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Wawancara ini  akan meneliti tentang topik “Kewajiban Partai Politik
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Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Partai Nanggroe

Aceh Dan Partai Aceh )”. Tujuan dari wawancara untuk syarat penyusunan
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Pertanyaan Wawancara

Point |

1.

el o O

10.

11.
12.

13.

14.

Dalam Perekrutan Peserta Calon Kader partai apa saja yang harus
disiapkan ?

Apakah ada jenjang usia dalam mencalonkan diri sebagai kader partai ?
Bagaimana sistem perekrutan calon peserta ? apakah ada mengikuti tes
atau bagaimana ?

Setelah calon peserta kader partai dinyatakan lolos, apa yang selanjutnya
pihak partai lakukan ?

Apakah calon kader nantinya akan diajarkan mengenai kepemimpinan?
Kepemimpinan seperti apa yang pihak partai inginkan ?

Apa saja bentuk kaderisasi dalam partai ?

Apakah calon kader akan dijelaskan terkait apa saja yang ia lakukan
apbila ia terpilih menjadi anggota partai ?

Apakah pihak partai akan memberi pemahaman kepada anggota partali
terkait dengan aturan di partai seperti halya partai memiliki ADRT ?
Seperti dalam ADRT ada menyebutkan suatu partai penting untuk
memberikan pemahaman kepada anggota partai mengenai pendidikan
politik ?

Pendidikan politik seperti apa yang partai coba beri pemahaman?
Bagaimana bentuk penyampaian pendidikan politik kepada kader — kader
partai? Apa ada dibuat semacam acara khusus atau petemuan guna
menyampaikan pendidikan politik tersebut ?

Apakah yang akan bergabung ke pertemuan pendidikan politik hanya
kader yang berada di pusat saja atau kepada seluruh kader yang ada di
berbagai wilayah di aceh ?

(tidak), mengapa tidak menyelurh diadakan pertemuan itu ? apakah ada
suatu kendala ? seperti kendala dalam transportasi atau masalah

keuangan ?
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Point Il

1. Apa saja yang akan di bahas di dalam pemahaman pendidikan politik ?

2. Seperti halnya pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang parpol ada
membasah mengenai pendidikan politik, apakah ada kesamaan materi
yang dibahas pada saat pertemuan kader ?

3. Apakah pendidikan politik hanya disampaikan kepada kader partai saja
apa nanntinya pada saat pemilu juga akan disampaikan kepada
masyarakat juga?

4. Selain menjelaskan terkait pendidikan politik, apa lagi yang akan pihak
partai sampaikan kepada anggota partai ?

5. Setelah adanya pemahaman tentang politik apa yang selanjutanya
anggota partai kerjakan ?

6. Seperti pada UU No.11 Tahun 2006 pada pasal 81e yang menyatakan
partai politik lokal berkewajiban melakukan pendidikan politik dan
menyalurkan aspirasi politik anggotannya”, apakah partai sendiri
memberi peluang bagi anggota yang ingin memberi aspirasinya ?

7. Sebagaimana yang kita ketahui pendidikan politik sangatlah penting,
bagaimana jika salah satu partai tidak melaksanakannya, apakah ada
sanksi atau bagaimana?

8. Apabila terjadi seperti itu siapa yang disalahkan ?

9. Kader partai / anggota partai itu memiliki jumlah yang banyak bukan
hanya di pusat saja, juga terpencar diberbagai wilayah, jadi saya ingin
tanyakan bagaiamana sistem pemberian pemahaman pendidikan politik
di beberapa daerah apakah dilaksanakan secara serentak atau secara
masing-masing ?

10. Dan siapa yang akan memberikan pemahaman tersebut ?
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Point 11

1.

Apakah dalam penyampaian pemahaman pendidikan politik hanya
dijelaskan mengenai politik saja atau pemahaman yang lainnya juga ?
Apakah pihak partai memberikan juga pemahaman dari segi keagamaan
?

Apa ada juga diberikan pemahaman kepada kader tentang sejarah
pendidikan politik pada masa dulu dan sekarang?

(tidak), mengapa? Apa hanya dizaman sekarang saja pendidikan politik
dijelaskan?

(ya), tentang apa saja yang pihak partai sampaikan ?

Apakah pihak partai menerapkan pemahaman pendidikan politik pada
zaman dulu ( Islam) atau pemahama yang sekarang seperti pada UU?
Menurut partai sendiri lebih efektif mana dalam menerapkan pendidikan
politik pada zaman Islam atau sekarang ?

Setalah para kader mengerti tentang pendidikan politik? Apakah mereka
dapat menjadi calon legislatif?

Sebagaimana pihak partai telah menjelaskan sedemikian rupa terkait
dengan kepemimpinaan, bagaiaman jika salah satu kader melakukan
perbuatan yang tidak di atur dalam ADRT atau UU, apakah dia akan
mendapatkan sanksi?

Sanski seperti apa yang diterima oleh kader yang melanggar ?
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kasih.

Banda Aceh, 16 Juli 2020
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Nama : Lisunna Tina

Pekerjaan : Mahasiswi
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Program Studi : Hukum Tata Negara
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Partai Acch Periode 2018-2023

NOMOR : 001/KIYS-DPA/T1 /2018

TANGGAL 128 FEBRUARI 20138

STRUKTUR DAN SUSUNAN
- DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH

PERIODE 20182023
No SUSUNAN JABATAN NAMA-NAMA
A | MAJELIS TUHA PEUT
KETUA TGK. MALEE MAHMUD AL-HAYTHAR
SEKRETARIS TGK. ZULKARNAINT BIN HAMZAH
ANGGOTA H. MUZAKIR MANAF
ANGGOTA H. KAMARUDDIN ABUBAKAR
ANGGOTA SARJANI ABDULLAH
ANGGOTA TGI. DARWIS
ANGGOTA, H_ATYUB ABBAS
B[ MAJELIS TUHA LAFAN
KETUA H. RAMLI SULATMAN
SEKRETARIS TGK. AKHYAR
TGK. M. HARUN
: H. ABUBAKAR A LATIF
USMAN ABUBAKAR
ABUBAKAR USMAN
MUHAMMAD AR
MOHD NURDIN BIN TGK. M. HASAN
C | DEWAN PIMPINAN ACEH
RETUA UMUM H. MUZAKIR MANAF
KETUA HARIAN H SARJANIABDDILAH
WAKIL KETUA UMUM H. DAHLAN JAMALODDIN, S.1F
TGK. DARWIS
AZHARI, 5.1P
ERMIADI ABDUL RAFIMAN, ST
v MUKHLIS BASYATT, 5508

HT. SYARIFUDDIN

Ir. L AZHAR ABDURRAHMAN
DR. Hj. MARIATI MR, M.5i
UMMI KALSUM

MITA ANDRIANT
JAUHART

ALFA RAHMAN

ALIAS NUDDIN

ARMAN

T. NASRUDDINSYAH
YUSSAINT

ZAAIDI HAMZAH

H. MUHAMMAD AMRU
M. YUNUS

MUSTAFA KAMAL

SEERETARIS JENDERAL H. EAMARUDDIN ABUBAEAR
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL . MUHARUDDIN, S50s
FL MIRZA ISMAIL, 5808
TSKANDAR, SHI
NURZAHRT, 5T

Tr. 1 JUFRI HASANUDDIN

D ILYAS ABED TN
SUADI SULAIMAN
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NO

SUSUNAN JABATAN

NAMA-NAMA

MARTINT

AISYAH ISMAIL

YAHDI HASAN

DR. MUHAMMAD RAVIQ

FAXHRURRAZI YUSUF, SE..M.Si

MARLINA

ZAKARIA YACOB

T. RAJA MULIA

H. SUDIRMAN MUNTHE

TG YUSRI §

SAIFUDDIN

SAID FIRDAUS. SE . S.M.S

SRT MAWARNI, SE_AL

BENDAHARA UMUM HASANUDDIN
WAKII, BENDAHARA T. IRSYADI
‘ M. YASIR
H. YUSRA T. CUT
Hj. SITI NAHZIAH
TGK. H. ANWAR RAMLI, 5.50s.1
EFENDI SULAIMAN
ZULFADILI
Hj. CUT FATMA DAHLIA
HASPIANA HANAFIAIL SE
ABDUL JALIL
EKEPALA SEKRETARIAT PARTAL LUKMAN HAKIM
D | DEPARTEMEN-DEPARTEMEN .
1 | KEANGGOTAAN DAN EADERISASI
KETUA ; SAYUTI MALIK, SP
WAKIL KETUA TAUFIK
ANGGOTA LIA FAURINA, SE
ANGGOTA CUT FARHANI RIZKY
ANGGOTA MUHAMMAD IRHAM HARUN
ANGGOTA NURNIKMAT PEUNOH DAL
ANGGOTA RAHMATAN
ANGGOTA LENA MARDHIAH, S.Pd
ANGGOTA AISYAH

PENCITRAAN DAN JURU BICARA

KETUA

SYARDANI M SYARIF

WAKIL KETUA ERWANTO, SE_MA
ANGGOTA TMRAN HASYIM
ANGGOTA TGEK. KHALIDI
ANGGOTA MURDANI
ANGGOTA M. ALI BARDAN, SE
ANGGOTA MUKHTAR ABDULLAH
ANGGOTA TAUFIK RIZAL YAHYA
ANGGOTA ABDUL HADI
3 | PEMBINAAN WILAYAH DAN ORGANISASI
UNDERBOW
KETUA FACHRUL RAZL, M.IP
WAKIL KETUA MUHAMMAD ASSAFAR
ANGGOTA MARZUKI AR, SE
ANGGOTA LINDAWATI =
ANGGOTA MUHAMMAD YUDA SoBEINAN
ANGGOTA SYARIFUDDIN WAHAB o
ANGGOTA NUR AINUN AN
ANGGOTA H]. NURHABIBAH
ANGGOTA

AINUL MARDHIAH, S.Ag
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NO SUSUNAN JABATAN NAMA-NAMA

4, | HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN
ORGANISAST
KETUA 15DA, STKom
WAKIL KETUA MUHAMMAD JAWAHIR
ANGGOTA FTTRIANI
ANGGOTA ZULFADLI, SE
ANGGOTA FAISAL, SE
ANGGOTA PARMAWATT
ANGGOTA NONA SUFRIANA
ANGGOTA SULATMAN BIN H. BADAI
ANGGOTA PAKHRURRAZI

5. | EEAMANAN DAN EETERTIBAN
KETUA MUSLIM USMAN SE
WAKIL KETUA. ADLY TJALOK BIN IBRAHIM
ANGGOTA ASKARI
ANGGOTA KHALIDIN ABDULLAH
ANGGOTA M SYUKUR
ANGGOTA DZULFIKRI
ANGGOTA FAKHRURRADLI
ANGGOTA BUSTAB
ANGGOTA TAKBIRULLAH
ANGGOTA ABDURRAHMAN
ANGGOTA HERMAN, AMd
ANGGOTA RAMADHAN
ANGGOTA LUKMAN AHMAD
ANGGOTA ABUBAKAR
ANGGOTA TARMIZI HASBI

6. | AGAMA, ADAT ISTIADAT, ETIEA DAN NILAL-
NILAI PERJUANGAN
KETUA i TGK. ALI BASYAH USMAN
WAKTL KETUA Dy, ABDULLAH MUHAMMAD
ANGGOTA TGK T. ABDUL MUTHALIB
ANGGOTA TGK. USMAN MUDA
ANGGOTA TGK. MUCHTARUDDIN
ANGGOTA TGK. ANGKASAH
ANGGOTA TGK. YUSUF IBRAHIM
ANGGOTA TGK. IL. ZULFANUDDIN
ANGGOTA RUSLAN

7. | HUKUM, HAM DAN ADVOEASI
KETUA ABDULLAH SALEH, SH
WAKIL KETUA FAUZI, SH
ANGGOTA R E. SIHOMBING, SH
ANGGOTA KAUTSAR, SHI
ANGGOTA CUT DEW] KEUMALA
ANGGOTA ZAMZAM]
ANGGOTA MUNAZIR KHALIS
ANGGOTA TARMIZI H ALl
ANGGOTA LUKMAN HAKIM

8. | PENGUATAN PERDAMATAN
KETUA JONI SCRYAWAN
WAKIL KETUA H, BUKHARI, SEMM
ANGGOTA AINUI, MARDHIAH, 5.Pd
ANGGOTA ALFTAN BIN RAMILI
ANGGOTA EITANA
ANGGOTA DEBIT JUNIAR, 5.Pd
ANGGOTA NADYA ISKANDAR
ANGGOTA AZHAR A BANSON
ANGGOTA SYUKRINA
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NO SUSUNAN JABATAN NAMA-NAMA

9. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETUA Drs. Tgk. . ADNAN BEURANSAH
WAKIL KETUA TGK. M. NAZIR
ANGGOTA KHAIRUL BAHR], 5.Th1
ANGGOTA SULAIMAN, M. Lit
ANGGOTA ASNIDAR
ANGGOTA ELLI SUSANTIT
ANGGOTA RATNA JUITA
ANGGOTA VERONIKA
ANGGOTA NURMALA LR

10. | PEMUDA, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA
KETUA SAMSUL BAHRL
WAKIL XETUA SARJANT
ANGGOTA SAMSUAR
ANGGOTA - TGK. M. ISA
ANGGOTA == FAISAL NURDIN
ANGGOTA DARMIATI
ANGGOTA JASRIAWATI
ANGGOTA HERLIN FITRIA AUNIES
ANGGOTA CUT ITA MASYITAH

11, | COGISTIK, TANGGAP DARURAT & BANTUAN

* | SOSIAL

KETUA KENNEDI
WAKIL KETUA ARIF MUNANZAR
ANGGOTA MUHAMMAD HATTA IBRAHIM
ANGGOTA ZAINAL ABIDIN AB
ANGGOTA AGUSTINA r
ANGGOTA FASHIMAH
ANGGOTA HERIANSYAH
ANGGOTA HIDAYATULIAH, S1.Kom
ANGGOTA RISWAN

12. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KETUA SITI NUR MASYITHAH
WAKIL KETUA FAJRIAH
ANGGOTA BERTINA
ANGGOTA RUKIAH
ANGGOTA ZURAIDA
ANGGOTA NURHAYATI
ANGGOTA ROSNILAWATI
ANGGOTA SRI HANDAYANT
ANGGOTA SURYATI IBRAHIM
EESEHATAN MASYARAKAT & LINGKUNGAN

B- | Hioup
KETUA ZULKARNAINL S Pd
WAKIL KETUA ABUBAKAR
ANGGOTA ABDUL GANI
ANGGOTA RISQIE MULIA FANI
ANGGOTA SYUKRAN
ANGGOTA MUJT BUSSALIM
ANGGOTA SAHIBUL IZAR
ANGGOTA T | AMRIWAHID HIDAYAT
ANGGOTA HERAWATI

14. | PEMENANGAN PEMILU
KETUA TARMIZI
WARIL KETUA A HAKIM T. IBRAHIM, SE Ak
ANGGOTA RUSLT
ANGGOTA BAHAGIA ABDUSSAMAD
ANGGOTA SUKARDI
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LNO SUSUNAN JABATAN NAMA-NAMA
ANGGOTA MUKHTARAMIL SAUD1
ANGGOTA RITA SATRIA SYARBOINI
ANGGOTA THAHARA
ANGGOTA ASMAUL HUSNA
ANGGOTA Dirz. ROSMIATI M. HASAN
ANGGOTA LISA MARIATI
ANGGOTA YUSMAWAR
ANGGOTA SITI KHATIAH
ANGGOTA TiA NANDA
ANGGOTA FARRAH AMZA
ANGGOTA MUHAMMAD YUSUF

15. | PEMILIH PEMULA
KETUA FERRY ACHMAD KUSAIRY
WAKIL KETUA MUHAMMAD ILHAM
ANGGOTA = FADILON
ANGGOTA ZULFIKAR
ANGGOTA SARAH ELVIRA
ANGGOTA ERIINAWATI
ANGGOTA YULIA ELISA PUTRI
ANGGOTA JAMALUDDIN
ANGGOTA ZAHRUL FUADI
ANGGOTA RATHANUL AKMAL
ANGGOTA FERY ISKANDAR
ANGGOTA JULIANA, SE

16. | SEERETARIAT PARTAI
ANGGOTA AFZALUZZIKRI &
ANGGOTA TETTY VERAWATI
ANGGOTA SYUIB RASYID
ANGGOTA MUFFAZZAL
ANGGOTA SYAMSIDAR
ANGGOTA SULAIMAN AFFAN
ANGGOTA MUAMMAR HANAFT
ANGGOTA BASRI
ANGGOTA ERITA, SE
ANGGOTA AMRI HASBALLAH
ANGGOTA RITA FITRIA
ANGGOTA MURHADI
ANGGOTA NURASIAH
ANGGOTA CHATRUNNISA
ANGGOTA MUHAMMAD SAPUTRA
ANGGOTA ISMA CHAIRUNNISA
ANGGOTA SUSAN TARI RIZKI

Ditetapkan di : Banda Aceh

DEWAN PIMPINAN

Ap

SEKRETARIS JENDERAL

iy

RUDDIN ABUBAFAR
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Foto wawancara Bersama Bapak Tgk Adnan Beuransyah dari Partai Aceh




Foto Kegiatan Pemberian Pendidikan Politik Oleh Partai Aceh
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